SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 065 - 152 TAHUN 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI INTAN JAYA
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA

Lampiran

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022

: 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat

(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dievaluasi
oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Papua Tengah tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan
Rancangan Peraturan Bupati Intan Jaya tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang....... 72
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang....... [3
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah....... /4
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan
Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6731);

20. Peraturan Menteri....... 5
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan  Kepala  Daerah  tentang  Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
(COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan
Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
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MEMUTUSKAN

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan
Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
dan Rancangan Peraturan Bupati Intan Jaya tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Bupati Intan Jaya bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Intan Jaya sebagaimana hasil
evaluasi harus memperhatikan dan menindaklanjuti
rekomendasi sebagaimana tercantum dalam penjelasan
Lampiran Keputusan ini untuk perbaikan pengelolaan
keuangan daerah terkait kesesuaian Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten Intan Tahun Anggaran
2022 terhadap:

a. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan
Jaya Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati
Intan Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD
Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2022
khususnya aspek legalitas dan kebijakan; dan

b. Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).

Bupati Intan Jaya menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun
Anggaran 2022 yang telah dilakukan penyempurnaan
kepada Gubernur sesuai hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA

untuk mendapatkan nomor register.

Bupati Intan Jaya menetapkan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun
Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati Intan Jaya tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya
Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati setelah
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari
terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KELIMA:....../7
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KELIMA - Bupati Intan Jaya segera menyampaikan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Java tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya  Tahun
Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh)
hari setelah ditetapkan.

KEENAM - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
i
Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 September 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

/«-Balinan sesuai dengan aslinya
/& (Plt_KEPA¥A BIRO HUKUM,

> i.‘-l{l‘;

NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

Menteri Dalam Negeri Rl di Jakarta;

Menteri Keuangan Rl di Jakarta;

Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;

Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;

Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;

INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah di
Nabire;

Bupati Intan Jaya di Sugapa;

Ketua DPRD Kab. Intan Jaya di Sugapa.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 065 - 152 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI INTAN JAYA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2022

[I. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERDA
TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
PENJABARAN APBD
Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD,
meliputi evaluasi konsistensi, legalitas, dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu
ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Intan Jaya pada tahun-tahun
berikutnya, meliputi:

A. KONSISTENSI
Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran dalam APBD
dengan pagu anggaran dalam rancangan peraturan daerah, kesesuaian
nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan
rancangan peraturan daerah, dan kesesuaian struktur dan klasifikasi
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan
peraturan daerah.

Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan
Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022,
sebagai berikut:

1. Pagu anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 sudah disajikan
secara konsisten disandingkan dengan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD TA 2022.

2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan
nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2022.



3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada
rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah
sesuai dengan struktur dan Kklasifikasi pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

B. LEGALITAS

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian
informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

1. Memerhatikan jadwal penyampaian Dokumen Ranperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten
Intan Jaya menyampaikan buku Ranperda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada DPRD Dberdasarkan surat Nomor
900/168/BUP tanggal 16 Agustus 2023 hal Rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperbup Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, belum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengamanatkan bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat
6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya bersama dengan DPRD
Kabupaten Intan Jaya menyetujui bersama Ranperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada 31 Agustus 2023 sesuai
dengan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dam DPRD
Kabupaten Intan Jaya tentang Rancangan Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Nomor 901.1/181/BUP
dan Nomor:100.1.4.4/120/DPRD, belum sesuai dengan Kketentuan
peraturan  perundang-undangan yang mengamanatkan  bahwa
Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

3. Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan
Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Intan
Jaya TA 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Intan Jaya TA 2022,
telah sesuai dengan penyajian informasi berdasarkan Surat Direktur
Jenderal Bina Keuangan Nomor 900.1.15.1/7476/keuda tanggal 15 Maret
2023 hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA 2022.



Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya harus
menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 secara tepat waktu disertai
dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

C. KEBIUAKAN
Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang
disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Intan Jaya Tahun
Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
a. PENDAPATAN DAERAH
Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp1.104.924.471.692,05
atau 97,95% dari yang dianggarkan sebesar Rpl.128.099.762.654,00.
Apabila dibandingkan dengan realisasi total Pendapatan Daerah TA 2021
sebesar Rp1.027.667.718.407,59, terdapat kenaikan sebesar
Rp100.432.044.246,41 atau 9,77%.
Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud diuraikan dalam kelompok
pendapatan daerah antara lain:
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 terealisasi sebesar
Rp24.867.321.470,05 atau 170% dari yang dianggarkan sebesar
Rp14.627.545.252,00.

Berdasarkan data di atas dapat digambarkan bahwa realisasi PAD
Kabupaten Intan Jaya TA 2022 jauh melampaui target yang
ditetapkan dalam APBD. Penetapan target PAD TA 2022 jauh lebih
rendah dari realisasi PAD TA 2021 sebesar Rp24.544.152.131,59,
mengalami penurunan sebesar (Rp9.916.606.879,59) atau (40,40%).

Anggaran dan realisasi atas Jenis PAD Tahun Anggaran 2022, antara

lain:

a) Pajak Daerah
Pajak Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp13.722.091.503,00
atau 190,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.200.000.000,00.
Berdasarkan data di atas dapat digambarkan bahwa realisasi Pajak
Daerah Kabupaten Intan Jaya TA 2022 tercapai jauh melampaui
target yang ditetapkan dalam APBD. Selanjutnya, realisasi Pajak
Daerah TA 2022 dimaksud mengalami penurunan yang signifikan
sebesar (Rp5.728.605.364,00) atau (44,31%) dari realisasi Pajak
Daerah TA 2021 sebesar Rp12.928.605.364,00.



b)

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten
Intan Jaya agar dapat menganggarkan target pendapatan pajak
daerah berdasarkan data potensi penerimaan pajak daerah pada
tahun anggaran berikutnya sehingga penerimaan dari pajak
tersebut bisa dijadikan sumber pendanaan bagi program, kegiatan
dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap
kesejahteraan masyarakat.

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rpl180.646.780,00
atau 104,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp172.646.780,00.
Berdasarkan data dimaksud dapat digambarkan bahwa realisasi
Retribusi Daerah Kabupaten Intan Jaya TA 2022 melampaui target
yang ditetapkan dalam APBD.

Penetapan target Retribusi Daerah TA 2022 jauh lebih tinggi dari
realisasi Retribusi Daerah TA 2021 sebesar Rp44.000.000,00 atau
mengalami kenaikan sebesar Rp128.646.780,00 atau 292,38%.
Berdasarkan data tersebut di atas, disampaikan bahwa realisasi
Retribusi Daerah TA 2022 melampaui target yang ditetapkan,
belum memerhatikan capaian realisasi tahun sebelumnya, belum
didasari data potensi retribusi daerah, perkiraan asumsi makro,
serta pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi serta tarif retribusi
bersangkutan.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya
agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas
pengelolaan pendapatan Retribusi Daerah, antara lain:

a) Menetapkan target Retribusi Daerah berdasarkan data potensi
yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi
yang berpotensi terhadap target pendapatan Retribusi Daerah.
Hal ini menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah
merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara
rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

b) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan
berikutnya dengan akurat berdasarkan hasil analisis terhadap
laporan realisasi anggaran pendapatan Retribusi Daerah
semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Retribusi
Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD terukur secara rasional untuk setiap rincian
objek pendapatan Retribusi Daerah, dan dapat dimanfaatkan
secara efektif wuntuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat melalui program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.



c)

d)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022
terealisasi sebesar Rp808.270.774,00 atau 100% dari yang
dianggarkan sebesar Rp808.270.774,00. Jika disandingkan dengan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021
sebesar Rp815.223.832,00, mengalami penurunan sebesar
(Rp6.953.058,00) atau (0,85%).

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2022 terealisasi
sebesar Rpl10.156.312.413,05 atau 157,54% dari yang
dianggarkan sebesar Rp6.446.627.698,00. Jika disandingkan
dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2021
sebesar Rpl0.756.322.935,59, mengalami penurunan sebesar
(Rp4.309.695.237,59) atau (40,07%).

Berdasarkan data dimaksud dapat disampaikan hal-hal sebagai

berikut:

(1) Realisasi pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah TA 2022
melampaui target yang ditetapkan.

(2) Penetapan target Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 belum
memerhatikan realisasi TA sebelumnya dan data potensi yang
ada sehingga sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara
efektif untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat
melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan
Jaya agar melakukan langkah-langkah yang lebih efektif dalam
pengelolaan Lain-lain PAD yang Sah, antara lain:

(1) Menetapkan target Lain-lain PAD yang Sah berdasarkan pada
data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan
pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target
pendapatan Lain-lain PAD yang Sah. Hal ini menjadi sangat
penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana
penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan
berikutnya dengan akurat dengan berdasarkan hasil analisis
terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Lain-lain PAD
yang Sah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan
Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang
dapat dicapai untuk setiap rincian objek Lain-lain PAD yang



Sah, dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program,
kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Intan Jaya TA 2022

mendekati target yang ditetapkan dalam APBD  sebesar

Rp1.033.283.597.474,00 atau 96,89% dari yang dianggarkan sebesar

Rp1.066.492.343.886,00. Penetapan target Pendapatan Transfer TA

2022 dimaksud lebih tinggi dari realisasi Pendapatan Transfer TA

2021 sebesar Rp996.105.134.628,00, mengalami peningkatan sebesar

Rp70.387.209.258,00 atau 7,07% dan dapat dicapai sesuai yang

direncanakan.

Realisasi uraian jenis realisasi Pendapatan Transfer, sebagai berikut:

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar

Rp1.022.701.615.169,00 atau 96,83% dari yang dianggarkan
sebesar Rp1.056.216.098.437,00; dan

b) Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah terealisasi sebesar
Rp10.581.982.305,00 atau 102,98% dari yang dianggarkan sebesar
Rp10.276.245.449,00.

Berdasarkan data dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Intan Jaya
agar terus mempertahankan ketepatan penganggaran Pendapatan
Transfer baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang
berasal dari pemerintah daerah lainnya.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Intan Jaya perlu mempertahankan
dan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang terhadap
realisasi Pendapatan Daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Mengupayakan peningkatan PAD dengan strategi antara lain:

a) melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, wajib retribusi
yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah dan
retribusi daerah.

b) meningkatkan kerja sama dengan pihak BUMD, BUMN, dan pihak
swasta dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah dan
pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam tahun
berjalan terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

d) meningkatkan komitmen seluruh stakeholder agar dapat
terlaksananya strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.



e) melakukan percepatan penyelenggaraan sistem elektronifikasi
transaksi pemerintah daerah untuk penerimaan daerah dan sistem
komputerisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

2) Menentukan dan menetapkan target PAD secara lebih terukur dan
rasional dengan memerhatikan potensi pendapatan dan faktor yang
mempengaruhi ketercapaian target pendapatan daerah.

3) Menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah
semester pertama serta melakukan prognosis 6 (enam) bulan
berikutnya dengan analisis yang akurat, sehingga anggaran
Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai
untuk setiap sub rincian objek pendapatan asli daerah.

4) Memanfaatkan aset yang tidak terpakai untuk disewa atau
dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk peningkatan PAD.

5) Menggalakkan pelaksanaan event-event berbasis lokal, nasional
bahkan internasional bebasis potensi pariwisata sebagai salah satu
Destinansi Wisata Super Prioritas yang mampu menumbukan
aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mampu mendorong
pendapatan baru.

6) Meningkatkan elektronifikasi peningkatan PAD.

7) Memperhitungkan potensi penerimaan Hibah secara lebih rasional
dan terukur.

8) Meningkatkan efektivitas pendapatan Transfer dengan:
a) Berkoordinasi secara intensif dengan Instansi terkait dalam rangka
penyaluran dana Transfer daerah; dan
b) Mengupayakan mendapatkan Insentif Fiskal dengan memenuhi
seluruh kewajiban dan persyaratan yang ditentukan esuai dengan
peraturan perundang-undangan.

. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp1.132.721.732.954,60 atau
94.60% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.197.362.808.904,00. Apabila
dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2021 sebesar
Rp1.065.249.838.528,07, terdapat peningkatan sebesar
Rp132.112.970.375,93 atau 12,40%.

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai
berikut:

1) Belanja Operasi
Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp724.965.563.170,49 atau 93,73%
dari yang dianggarkan sebesar Rp773.452.983.597,00.
Realisasi uraian jenis Belanja Daerah pada kelompok Belanja Operasi
sebagai berikut:



a)

b)

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp273.311.301.514,00 atau
94,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp287.828.377.809,00.
Berdasarkan data tersebut, realisasi Belanja Pegawai TA 2022
tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Untuk itu,
pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Intan Jaya
agar memerhatikan penganggaran belanja pegawai untuk
kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan
keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress
yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari
jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan
sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah. Sehingga, diharapkan realisasi belanja pegawai tahun-
tahun berikutnya dapat dioptimalkan lebih mendekati target yang
ditetapkan dalam APBD.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya agar tetap
menjaga komposisi Belanja Pegawai paling tinggi 30% dari total
Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan alokasi
belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui
TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp378.034.172.756,49
atau 92,75% dari yang dianggarkan sebesar
Rp407.562.366.877,00.

Apabila dibandingkan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022
dimaksud dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021
sebesar Rp284.673.821.779,94 terdapat peningkatan sebesar
Rp122.888.545.097,06 atau 43,17%. Untuk itu, pada tahun-tahun
berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya agar
mempertahankan upaya strategis dalam merealisasikan belanja
barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.
Belanja Subsidi

Belanja Subsidi terealisasi sebesar Rp852.746.400,00 atau 84,68%
dari yang dianggarkan sebesar Rp1.007.000.000,00.

Apabila dibandingkan Belanja Hibah TA 2022 dimaksud dengan
realisasi Belanja Subsidi TA 2021 sebesar Rp4.573.724.400,00,
mengalami  penurunan yang  signifikan yakni  sebesar
(Rp3.566.724.400,00) atau (77,98%).



Tidak tercapainya target realisasi Belanja Subsidi dipengaruhi
gangguan keamanan pada 8 Distrik di Kabupaten Intan Jaya yang
berdampak pada kurang optimalnya belanja subsidi Kabupaten
Intan Jaya. Sehingga realisasi Belanja Subsidi difokuskan pada
ibukota Kabupaten Intan Jaya.
Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah
Kabupaten Intan Jaya agar meningkatkan upaya strategis dalam
merealisasikan belanja subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja
daerah dengan memerhatikan rasionalisasi implementasi kebijakan
subsidi pada wilayah-wilayah Distrik yang mengalami gangguan
keamanan.

d) Belanja Hibah
Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp44.702.420.100,00 atau
96.42% dari yang dianggarkan sebesar Rp46.361.074.001,00.
Apabila dibandingkan Belanja Hibah TA 2022 dengan realisasi
Belanja Hibah TA 2021 sebesar Rp45.086.218.100,00 terdapat
kenaikan sebesar Rp1.274.855.901,00 atau 2,83%.
Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah
Kabupaten Intan Jaya agar mempertahankan upaya realisasi
belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

e) Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp28.064.922.400,00
atau 91,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.694.164.910,00.
Apabila dibandingkan Belanja Hibah TA 2022 dimaksud dengan
realisasi Belanja Hibah TA 2021 sebesar Rp46.251.134.120,00
terdapat penurunan sebesar (Rp15.556.969.210,00) atau (33,64%).
Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah
Kabupaten Intan Jaya agar meningkatkan upaya strategis dalam
merealisasikan belanja bantuan sosial sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung
capaian kinerja daerah.

2) Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp199.312.300.584,11 atau 97,01%
dari yang dianggarkan sebesar Rp 205.458.631.002,00. Jika
dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2021 sebesar
Rp237.749.983.350,13, Belanja Modal TA 2022 dimaksud mengalami
penurunan sebesar (Rp32.291.352.348,13) atau(13,58%).

Realisasi uraian jenis Belanja Modal, sebagai berikut:

a) Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp10.999.648.000,00 atau
100% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.000.000.000,00. Jika
disandingkan dengan TA 2021 Belanja Modal Tanah tidak
terealisasi atau Rp0,00;
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b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar
Rp20.971.593.982,00 atau 89,69% dari yang dianggarkan sebesar
Rp23.383.589.690,00. Jika disandingkan dengan realisasi TA 2021
sebesar Rp26.276.868.607,10, terdapat penurunan target
anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar
(Rp2.893.278.917,10) atau (11,01%);

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar
Rp79.859.186.282,11 atau 98,23% dari yang dianggarkan sebesar
Rp81.299.650.914,00. Jika disandingkan dengan realisasi TA 2021
sebesar Rpl121.306.862.215,96, terdapat penurunan target
anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar
(Rp40.007.211.301,96) atau (32,98%);

d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi terealisasi sebesar
Rp87.481.872.320,00 atau 97,93% dari yang dianggarkan sebesar
Rp89.334.222.398,00. Jika disandingkan dengan realisasi TA 2021
sebesar Rp86.979.266.527,07, terdapat kenaikan target anggaran
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2022 sebesar
Rp2.354.955.870,93 atau 2,71%,;

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tidak terealisasi dari yang
dianggarkan sebesar Rp441.168.000,00. Jika disandingkan dengan
realisasi TA 2021 sebesar Rp3.186.986.000,00, terdapat
penurunan target anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA
2022 sebesar (Rp2.745.818.000,00) atau (86,16%).

Hal ini disebabkan gangguan keamanan yang terjadi di Kabupaten
Intan Jaya menyebabkan sekolah negeri tidak beroperasi. Sehingga
BPK tidak meyakini validitas data pertanggungjawaban belanja
modal BOS.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah
Kabupaten Intan Jaya agar melakukan rasionalisasi target
penganggaran belanja modal aset tetap lainnya sesuai kepastian
implementasi kebijakan daerah dengan memerhatikan kondisi
keamanan Kabupaten Intan Jaya.

Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah Intan
Jaya agar mempertahankan upaya strategis dalam merealisasikan
belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

3) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 sebesar
Rp46.480.000.000,00 atau 99.98% dari yang dianggarkan sebesar
Rp46.487.325.105,00.
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Penetapan target Belanja Tidak Terduga TA 2022 lebih tinggi dari
realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2021 sebesar
Rp24.470.000.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar
Rp22.017.325.105,00 atau 89,98%.

Untuk itu pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah
Kabupaten Intan Jaya agar merealisasikan belanja tidak terduga
sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan
Bupati mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring
dan evaluasi belanja tidak terduga dalam rangka mendukung capaian
kinerja daerah.

Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer TA 2022 Kabupaten Intan Jaya sebesar
Rp161.963.869.200,00 atau 94,18% dari target yang ditetapkan
dalam APBD sebesar Rp171.963.869.200,00. Penetapan target Belanja
Transfer TA 2022 dimaksud berupa Belanja Bantuan Keuangan lebih
tinggi dari realisasi Belanja Transfer TA 2021 sebesar
Rp162.559.454.000,00, mengalami peningkatan sebesar
Rp9.404.415.200,00 atau 5,79%.

Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah Intan
Jaya agar mempertahankan upaya strategis dalam merealisasikan
belanja transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

Berdasarkan data, uraian dan penjelasan atas realisasi Belanja,
Pemerintah Kabupaten Intan Jaya diminta agar terus meningkatkan
capaian realisasi dengan memerhatikan langkah-langkah sebagai
berikut:

1)

2)

3)

Menetapkan target anggaran Belanja secara terukur dan rasional
memerhatikan perkiraan pendapatan daerah untuk memastikan
pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang
direncanakan dalam APBD.

Perencanaan dan realisasi Belanja Pegawai dengan memerhatikan
kemampuan keuangan daerah secara optimal dan lebih terukur
dengan mempertimbangkan penerimaan ASN dan Jumlah Pensiun
ASN serta penetapan acress sebesar 2,5% sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman
penyusunan APBD.

Melakukan pengendalian, evaluasi serta rasionalisasi terhadap
rincian objek Belanja Barang dan Jasa baik Belanja Jasa, Belanja
Uang, maupun Belanja Perjalanan Dinas secara efektif, efisien dan
ekonomis dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah.



4)

5)

6)

7)

8)

9)

-1

Konsistensi dalam penganggaran sesuai dengan Tahapan dan
Jadwal yang telah ditetapkan dalam Pedoman APBD tahun
berkenan, sehingga meminimalisir keterlambatan penyaluran dana
Transfer dan pergeseran anggaran pada SKPD.

Memerhatikan syarat dan ketentuan perundang-undangan terkait
pelaksanaan dan penyaluran Belanja Hibah. Untuk tahun-tahun
mendatang agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja
Hibah serta mengantisipasi penundaan penyaluran yang
berdampak pada munculnya kewajiban yang tidak terselesaikan
pada tahun berikutnya.

Mengoptimalkan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam
rangka kebijakan Penanganan Inflasi maupun Pengentasan
Kemiskinan Ekstrem.

Meningkatkan upaya percepatan pelaksanaan sub kegiatan dengan
melakukan lelang dini sejak penandatangan kesepakatan KUA dan
PPAS dan penandatangan kontrak dilakukan setelah pengesahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Melakukan rasionalisasi penetapan anggaran belanja modal
berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
sebagai dasar penganggaran belanja modal. Selanjutnya, anggaran
belanja modal yang disusun berdasarkan dokumen RKBMD
dimaksud dijadikan dasar pelaksanaan belanja modal baik Belanja
Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal
Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sehingga dapat melaksanakan
pengadaan yang lebih terukur dan tepat sasaran.

Memastikan penggunaan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penggunaan
Belanja Tidak Terduga untuk keperluan darurat atau mendesak.

c. PEMBIAYAAN
1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 berupa Sisa
Lebih  Perhitungan Anggaran Tahun  Sebelumnya  sebesar
Rp71.009.096.735,34 atau 100% dari yang dianggarkan sebesar
Rp71.009.096.735,34. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA
2022 mengalami penurunan sebesar (Rp37.582.120.120,82) atau
(34.61%) dari realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2021
sebesar Rp108.591.216.855,82.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 terealisasi
sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 57,27% dari yang dianggarkan
sebesar Rp1.746.050.485,00. Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas:
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a) Penyertaan Modal Daerah terealisasi Rp1.000.000.000,00 atau

57,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.746.050.485,00.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya terkait
Penyertaan Modal, Penyertaan Modal Kabupaten Intan Jaya
kepada PT Bank Papua per tahun sebesar Rp2.000.000.000,00.
Namun karena memerhatikan kemampuan keuangan daerah,
dianggarkan kurang dari yang ditetapkan pada Peraturan Daerah
dan terealisasi sebesar Rp1.000.000.000,00.
Untuk itu, sebelum dilakukan pembaharuan perjanjian kerja sama
dengan PT. Bank Papua, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya harus
melakukan kembali analisis investasi yang rasional dan
menguntungkan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk
selanjutnya dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal. Sehingga diharapkan nominal penyertaan
modal pada Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya dapat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo tidak
terealisasi dari yang dia

c) nggarkan sebesar Rp746.050.485,00. Hal ini terjadi karena

pembayaran pokok utang jatuh tempo pada TA 2021 sudah sampai
pada penerbitan SP2D namun terdapat permasalahan pencairan
SP2D yang sudah terbit. Terhadap permasalahan tersebut sudah
diselesaikan dan sudah dibayar lunas. Sehingga seharusnya pada
tahun 2022 sudah tidak dianggarkan kembali. Namun demikian
masih dianggarkan kembali. Untuk menghindari terjadi
pembayaran pinjaman daerah yang kedua kalinya, maka tidak
direalisasikan lagi pada TA 2022 dan tidak dilakukan pencatatan
kontrapost.
Untuk itu pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten
Intan Jaya agar lebih hati-hati dan tertib dalam melaksanakan
pembayaran pokok utang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Selanjutnya, dalam Catatan atas Laporan
Keuangan  Pemerintah  Kabupaten Intan Jaya  harus
mengungkapkan dan menyajikan setiap fakta secara jujur serta
dapat diverifikasi sehingga dapat memenuhi keandalan LKPD
berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 (SILPA)
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Intan Jaya per
31 Desember 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp42.211.835.472,79. Dengan
demikian rasio SILPA TA 2022 terhadap total anggaran belanja daerah
dalam APBD TA 2022 sebesar Rp1.197.362.808.904,00 adalah 3,53%.
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Memerhatikan data Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiyaan
serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2022, Pemerintah Kabupaten
Intan Jaya harus melakukan langkah-langkah, antara lain:

a)

b)

Merencanakan target pendapatan dan belanja daerah secara terukur
dan rasional serta defisit anggaran untuk rencana pembiayaan
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban utang belanja yang sudah ditentukan peruntukkanya
direalisasikan pada TA 2023; dan

melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan
penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja

sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

D. INFORMASI LAINNYA
1) Realisasi Anggaran Belanja Mandatory Spending TA 2022

Anggaran Realisasi
Fungsi An D (%)
ggaran : & i ; asar =
Fungsi (Rp) Dasar Perhitungan (%) Realisasi Fungsi Perhitungan (%)
Pendidikan 115.415.117.021 1.197.362.808.904 9,64 104.412.953.020 | 1.132.721.732.954 | 9,22 95,62
Kesehatan 94.392.860.760 1.197.362.808.904 9,70 86.743.262.715 | 1.132.721.732.954 | 7,66 94,31
Infrastruktur

Pelayanan 231.729.943.050 653.007.619.237 35,49 | 225.374.098.050 | 653.007.619.237 34,51 | 97,26 ‘

Publik

Memerhatikan data tersebut di atas, terdapat realisasi fungsi Pendidikan
dan kesehatan yang belum memenuhi target anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya pada
tahun-tahun mendatang agar merealisasikan Belanja Wajib (Mandatory
Spending) Fungsi Pendidikan sebesar target anggaran yang ditetapkan
dalam APBD tahun berkenaan paling sedikit 20% dari total belanja APBD
sebagaimana amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemerintah Kabupaten Intan Jaya pada tahun-tahun
mendatang agar menganggarkan dan merealisasikan belanja fungsi
Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan, dan fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar target
anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan paling sedikit
40% sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer
kepada daerah/desa. Selanjutnya, alokasi anggaran tersebut agar secara
konsisten direalisasikan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam
APBD tahun berkenaan.

Selanjutnya,
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2) Realisasi Belanja Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
(Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan
Sosial) TA 2022:
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JENIS PELAYANAN DASAR KEGLATAN DAN SUB NEGIATAN ANGGARAN REALISAS]
1 2 3 4
1. SPM BIDANG PENDIDIKAN
Pendidikan Anak Usia Dini
Pengeioiaan Pendidikan Anak Usia D (PALID)
1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utiktas PAUD 552 540.000.00 §52.000 000,00 |
2 Penyedizan Barva Persond Peserta Diak PAUD SO0 000.000,00 499,000.000,00
Jumiah Anggaran 0an Realisas: Per Jens Pelayanan Dasar 1.052.540.000,00 1.051.000.000.00
Pendidikan Dasar
Pemerataan Kuantitas dan Kualtas Pendidk don Tenaga Kependidkan bagn Satuan
| Penciaan Das, PAUD, dan Pendician Nonformal /Kesetaraan
3 Perhitungan 0an Pemetasn Pencidik dan Tenage Kependigian Satuan Penciokan 558_284.000,00 49350200000
Dasar, PAUD, dan Pencudan Nonformal/Kesetar aan
Pengeiolaan Pendiihan Sekoiah Dasar
4 Penambanan Ruang Kels Baru 2.388.911.000,00 2.318.4060.000,00
§ Pembangunan Ruang Guru/Xepala Sekolan/ Ty 1.350.000.000,00 1.127 982 676,00
6§ Pembangunan Rumah Dwas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 4.080.000.000,00 4.021 753 493,00
7 Rehabitas Sedang/Reest Ruang Keas 2,000 000.000,00 1.980 557009 00
§ Penyeienganan Proses Belaar dan Lyan bag: Peserta Dok 1,899 996.000.00 1.893 354 750,00
§ Pengembangan Kare Pendutik dan Tenaga Kependician pada Satuan Pendidéan 474.326.000,00 325.734.549.00
Sekolah Dasar
JENIS PELAYANAN DASAR KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN ANGGARAN REALISAST
1 2 3 4
0 dan Sekolah 1.515.382.000,00 1.060.985. 140,00
11 Peningkatan Kapastas Pengeiciaan Dana B0S Sekolsh Dasar 495 §17.000,00 402 415.000,00
Pengelolasn Pendaiian Seholah Menengah Pertama
12 Pembangunan Laboratonum 2.171.642 000,00 2.076.758.890.00
13 Pembangunan Asiama Sekolah 3.145.160.000,00 3.107 514.210,00
14 Rehabitas Sedang/Berat Ruang Kefas Sekolah 1.200.000.000,00 1.170.825.210,00
15 Pengadaan At Rumah Tangga Sekolah $83.386.000,00 579.122.000,00
16 Pengadaan Perengkapan Sswa 500.000.000,00 453.000.000,00
17 Penyediaan Baya Persond Peserta Dicik Sekolah Menengah Pertama 4.390.000.000,00 3.400.000.000,00
18 Penyelengaraan Proses Belajr dan Uyan bag Peserta Dk S00.000.000,00 598 271.370.00
19 P dan Man, Sekolah 847 500.000,00 828.822.000,00
20 Pervwnghatan Kapastas Pengeiolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 473.741 300,00 469.798.300,00
Jumiah Anggaran dan Reaisas Per Jenss Pelayanan Dasar 28.674.147.300,00 26548 939.797,00
Pendidikan Keselaraan
21 Penyelenggaraan Proses Belajar Norformal/Kesetaraan 300.000.000,00 300 000.000.00
n aan pemen Sekolah 300.000.000,00 226.000.000,00
Jumiah Anggaran dan Realcas Per Jenis Pelayanan Dasar 600.000 000,00 526.000.000,0C
Jumish Angga an dan Reaias: Per Budang SPM 30.326.687 300,00 28.125.939.797,00
2. SPM BIDANG KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan Balita
JENIS PELAYANAN DASAR KEGLATAN DAN SUB KEGIATAN ANGGARAN REALISAST
1 2 3 4
Penyediaan  Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daersh
| Kabupaten'Kota
2] Pengeioiaan Peiayanan Keschatan Baita 145.750.000,00 149.750.000.00
Jumiah Anggaran dan Reaisasi Per Jens Peizysnan Dasar 145.750.000,00 | 143,750 000,00
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Penyedisan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tinghat Daerah
24 Pengeiciaan Pelayaran Kesehatan Bayl Baru Lahw 449 645.500,00 445.333.500,00
Jumiah Anggaran dan Reaksasi Per Jers Pelavanan Dasar 445 645.500,00 449 395.500,00
Polay by
Penyediaar Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
25 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Thu Bersalin 413 081.000,00 411.281.000,00
Jumiah Anggaran dan Realsas Per Jens Peiavanan Dasar 413.081.000,00 411.261 000,00
Pelayanan Kesehatan lbu Hamil
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
26 Pengeiciaan Pelayanan Keschatan [bu Hamid 1.899.997.000,00 L.778.941.900,00
Jurmish Angoaan don Reaisas Per Jenis Pelayanan Dasar 1.899.997.000,00 1.778.541 900,00
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfoksi HIV
Peryodiaan  Lavanan umm untuk  UKM  gan \;P--M Tinghat  Doersh
27 Pengeiclasn Pelayaran Keschatan Orang dengan Risko Terinfeks HIV 449.996.J00,00 449,996 300,00
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JENIS PRLATANAN DASAR KEGLATAN DAN SUB KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
1 2 3 4
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Penyedaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujkan Tingkat Oaersh
28 Pengewiaan Peigyanan Keschatan pad Usa Pencudikan Dasar 550.000.000,00 280 £12.500,00
Jumiah Anggaran dan Realsaw Per Jerus Pelzyanan Dasar 550.000.000,00 280,612 500,00
Jumiah Anggaran dan Reairsas: Per Budang SPM 3.912.469 500,00 1519981 200,00
3. SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari
Pergeiclaan dan Pengembangan Sstem Penyediaan A Minum (SPAM) di Daerah
29 Peryusunan Rencana, Kebijakan, Strateg dan Teins SPAM 384 278.100 00 921.157 967,00
30 Pembangunan SPAM Jarngan Perpipaan d Kawasan Perdesaan 4647 22200000 4 580 386 000.00
31 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan 61 Kawasan Perkotasn 4.540.769.000,00 4.316.703. 700,00
Jumiah Anggaran dan Reaksas: Per Jenis Pelayanan Dasar 16.172.266.100,00 9.818 247.687,00
Peny y o Air Limbah
Pengeigiaan dan Pengembangan Sstem Ar Lmbah Domestix daiam Dacrah Kabupaten/Kota
12 Penyusunan Rencana, Kebgakan, Strategr dan Teins Setem Pengeiolaan Ar Limbah 549.230.000,00 540.038.200,00
Domests caiam Daerah Kabupaten/Kota
n i Sistem Penged Aur Lirnbah Terpusat Skala Kota 6.341.485.000,00 6.153.656. 438,00
M ger gan SDM gan BIGES Ar Limbah Domesti 394 802 000,00 309.797.830,00
Jumish Anggaran dan Reabsasl Per Jenis Pelayanan Dasar 7.287.517.000,00 7001.452.524,00
Jumiah Anggaran dan Realisasi Per Budang SPM 17.459.786.100.00 16.821.740.215,00
4. SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Masyarakat yang
Terkena Reickasi Program Pemerintah Daerah
JENIS PELAYANAN DASAR KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN ANGGARAN REALISAS]
A 2 3 “«
Ponatann dan Penngiatan Kuaitas Kawasan Permuliman Kumuh dengan Luas & Bawah 10
Ha
35 Surves dan Penctapan Lokas Perumahan dan Permuisman Kumuh 300.000.000,00 297.576.000,00
36 Peny Rencana dan Penngk Kualtas Kumuh dan 200.000.000,00 195.000.000,00
Permuiuman Kumuh
Jumish Anggaran dan Reaisas Per Jens Pelayanan Dasar 500.000 000.00 492.976.000,00
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban
Bencana Kabupaten/Kota
Pembangunan dan Refobitas Rumah Kordan Bencana atau Relokas  Progam
37 Peryusunan Ste Plan dan/atau Detad Engineenng Design (DED) bags Ruman iorban 250.000.000,00 197.0%5.000.00
Bencana stau Relokas: Program Kabupaten/Kota
dan Persiapai dan Rumah Korban Bencana atau Relokasi
38 Sosiahsass Standar Teknis Penyediaan dan Rehabiitas: Rumah kepaca 250.000.000,00 238.090 000,00
Masyar gkt Sukar elawan Tanggap Sencand
39 Somslsau Pengembangan Perumahan Baru dan Mekansme Akses Perumatan 7.085.0680.000,00 6.980.001.550.70
KPRFLPP
Jurmian Argoaran dan Realsas Per Jens Petayanan Dasar 7 585.080.000,00 7.415.189.550. 720
Jumish Anggaran dan Realrsas Per Bigang SPM 8.085 080 000,00 7.908.165.550.70
5. SPM BIDANG KETENTRAMAN UMUM
Polay nh Rawan
Pelayanan Informas: Rawan Bencana Kabupaten/ Kot
40 Sosaisas, Komuras, Informos: dan Edukas: (KIE) Rawan Bencana 213.818.100,00 201 810.400,00
Katupaten/Kota (Per Jerss Bencana)
Jumiah Angoaran dan Realsasi Per Jens Pelavanan Dasar 21381810000 201.810.400.00
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban umum
g Gangguan dan Umum dalam | (satu) Daersh
95.996.900,00 99.996.900,00

4] Penceganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum meiaks Deteks: D dan
Cegah Diny, Py dan Penyuluban, Patrod,
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T

i |

JENIS PELAYANAN DASAR KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | ancoaman | meausast
‘ 4
1 2 | 3 | 4
Pengamanan, dan
42 Peningkatan Kapasitas SOM Satuan Polss Pamongoraja Gan Satuan Perndungan 491 999 000,00 | 431.993.000.00 |
Masyarskat termasuk d3iam Pelksanaan Tugas vang Bernuanes Hak Asasi Manusia | | |
| |
| i
Jumiah Anggaran dan Reaisas) Per Jenss Pelavanan Dasac | 591.995.900.00 §91.995.900.00
(S ———— == — |
T R TS =~ I E—— O |
Pefayanan Pencegahan dan Kesapsiagaan Terhadap Bercany | |
43 Petaihan Penceganan dan Mtgas Bencana Kabupaten/Kota 726.273.855.00 | 682 326 §%0,00 |
4 Pergeioiasn Risko Bencans Kaoupaten Kot | §35.992 300,00 | 507.391 100,00 |
| | I
45 Pengembangan Kapasas Tem Reaks: Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota ! 298.981.000.00 | zznszmmf
| | I
e re— - S— : - __)r___._...__.._l
Jumiah Anggaran dan Reaksas Per Jens Pelayanan Dasar 1.865.207.155,00 1.721 47%, )sn,oo“
P 1 dan Evak Korban . ‘T ‘
Wmmwimmww&m-“_ o f o i 77‘"4‘
| I
46 Penyedaan Logesth Penyelamatan dan Evakuas Kortan Bencana KabupdenKota | 157.153.200,00 | 156.009.000,00 |
| | |
Jumiah Anggaran dan Realisas: Per Jenis Pelavanan Dasar | 157.153.200,00 156.000.000.00 |
Jumigh Anggaran dan Realsas: Por Bidang SPM i) 2.828.174.155,00 2671 286.050,00 |
6. SPM BIDANG SOSIAL 1 }
|
Pertindungan dan Jaminan Sosial pada Saal dan Setelah Tanggap Darurat l |
Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | |
o 47 Per_-e;mrf:wiw Nﬂgu\gﬁ?i - | nr.mn:ucoog :oc.muwcww‘
48 Penanganan Khusus bagr Kelompok Rentan | 10.195.458.000.00 E 10.181 99?834,&1‘
| 1
j s |
Jumiah Anggaran don Realisasi Per Jenis Pelayanan Dasar | 10.395.458.00000|  10.381.969 834 00
| | |
» P
Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya telah

mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) seluruh bidang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Intan Jaya merealisasikan anggaran pemenuhan
SPM tersebut dengan total realisasi sebesar 95,11%.
Memerhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar:
a) Melaksanakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk pencapaian

Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan target yang ditetapkan; dan
Memedomani ketentuan pemenuhan SPM berdasarkan Petunjuk Teknis

b)

Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian
dan Lembaga Pembina Teknis SPM dan Pemetaan SPM yang ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan

APBD tahun berkenaan.
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3) Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA
REKAPITULASI LAPORAN REALISAS| BELANJA PRODUK DALAM NEGERI

TAHUN ANGGARAN 2022

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

(Rp) “

S —

Realisasi
Belanjs (Rp)

K

Belana Hibah

| Belanja Bartuan Sosal

BELANIA MODAL
Belanja Modad Peralatan dan Mesin

Belanja Moca Gedung dan
Benguran

s o)

679,076.236. 790,00

679.076.236. 790,00 |

639.114.167. 840,60/

626 194.941.386,06 |

484,617 605.788,00
407 562 36687700

%6.361 074 00100

30654 164 910,00

194.458 631 002,00

23.381.589.690,00

81299 650.914,00

4B4.617.605.788,00 |
407.562.366.877.00 |
|

46.361.074.001,00 |

30.694.164.910.00 |

|
J

194.458.631 002,00
23.383.589.690,00

81.299.650.914.00

450.801.515.256,49
378.034.172 756,49

44.702.420. 100,00

28,064 922 400,00

188.312.652.584,11

450,801 515.256,49
1
I7B.034.172.756,49 | 92,78

44.702.420.100,00
S143

28.064.922.400.00 |

175.393.428.129,57 |

Uraa persatn mesn dbdan;
wietaa  Tauh metetas
FodA Mo Uskh arfagas
Sussar  womal  mumpn
gAML Deraialan w0 Wma
Sengan et oo et

2 |Urta jersater mews dbdeng

wsstalar  Teut  meTeuas

g
OGN DR g BT
QENGaN Bt mpOr tersetad

Urth pramter mwwn Sboang
sesetaan  mamh e
Dot mper Unka antsoes
Sussar  wdapal  mungar
menggunatan peratan yang sama
dengan slal mpor hesetul

20.971.593.982,00

79.859.186.2682,11

18.245.286.764.34 |
|
|

|
76,664 618.830,43 |

Unts persiatan mesn Sbdang
kesetatn  manh  rwTeraa
odA Mmoo Uik antimes:
Susaan  sedacel  muAgun
MG DR BN N 1T
Sungan s o b et

Ut ceralen mewn dibcarg
osehatan  Tash  meTwu
ot mpor Unke anbupes
Samy  wagsl  maghs
PRI BN N BT
Sergan aial oo et

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

Komitmen
Belanja PON
(Rp)

dan Strategs
Penyelesaian

e |

7

Belanja Modal Jaian, Janngan, gan
Ingas:

|
1
|
]
[ Betnp Mool dset Tetap Lamnya

TOTAL BELANJA PIDN

£9.134.222 798,00

441.168.000.00

89.334.222 398,00

441.168.000,00

87.481.872.120,00|

0.00)

B0.483.322.534.40 |

0,00 0.00

Urha peraisien mewn 30earg
wesehatan  mash  memeriad
podu Mg Unks  antepes
Gutakan  waae  ungun
TGN DHEALEN 1T ST
dangan diat mpor terabut

Unth peraistar mesin doadang
reset I mawh wTenAs
proda  wmpor Unbk  antepas
Susaan  sedepel  Tunjue
PRGN DR FaY; T
Sangan aiat mpor e setd

679.076.236 790.00

679.076.236 790.00

639,114 167,840 .60

626.194 943.386.06 .12

Pemerintah Kabupaten Intan Jaya telah melakukan pelaksanaan belanja

yvang diprioritaskan menggunakan produk dalam

negeri dan telah

menyampaikan Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam
Negeri sebagai pemenuhan kebutuhan informasi sesuai butir 5.e Surat

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda
Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA
2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar tetap:
a) Memprioritaskan Belanja Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui
penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi

b)

dalam negeri;

Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-
katalog yang sudah tersedia pada etalase Produk Dalam Negeri
terintegrasi dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan
Meningkatkan realisasi melalui Pengadaan Produk Dalam Negeri sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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4) Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting

PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA

i REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN STUNTING
"o TAHUN ANGGARAN 2022
RexEnivG Kepiotan ANGGARAN REALISASI |
| o P 2 3 4 s
TOTAL BELANDA 173 512.396.054,00 166.602.929 991 57 96,02
1.01.02. 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.100.000.000,00 499.000.000,00 45.%
10102 203 o1 Pempangunan Gedng Rudng Kelas/Ruang Guru PAUD 600.000.000,00 0.00 0,00
101.5.1 BELANIA OPERASI £00.000,000,00 - oo  om
101.5.1.% Belanja Hibah 600.000.000,00 0,00 0.00
Lot.a2 208 11 Pempeciann Rava Persond Peserta Dk PALD — $00.000.000,00] "499.000.000,00] .80
101.5.1 BELANIA OPERAST 500 000 000,00 499 000.000,00/ 99,80
101.5.1.2 Belania Barang dan Jasa 500.000.000,00 439.000.000,00 %80
1.02 02. 201 Fasilitas untuk UKM dan UKP Daerah /Kota 15.898.325 748,00 15509 776.30906] 9.5
Lezor 2o o2 Pembangunan Puskesmas 2.000.000.000,00 1.939 560 605,26, %98
102.5.1 BELANDA OPERAST 171,446 000,00 165.228.550,001 .71
12.5.1.1 Beianja Pegamar 21.250.000,00 23.250.000,00 100,00
102.5.1.2 Beianja Barang dan Jasa 148.196.000,00 145.978.550,00 98,50
102.5.2 BELANJA MODAL 1.628.554.000,00 1.770.332.055,26 96,82
102.5.2.3 Befanja Moda' Gedung dan Bangunan 1.828.554.000,00 1.770.332.055,26 96,82
Lo2 02 201 02 Pembangunan Fasiltas Kesehatsn Lanona T 600.000.00000]  594.363.280,00 .06
102.5.1 BELANIA OPERAST 42.000,000,00 40.263 280,00 %,10
102.5.1.2 Belanya Barang dan Jasa 42.000.000,00 40.363.280.00 96.10
102.5.2 BELANJA MODAL 558.000.000,00 554.000.000,00, .28
102.5.2.4 Beianja Moda! Jatan, Jarngan, dan Irgas: 558.000.000,00 554.000.000,00 9.8
L02 02 201. 09 Retatubtas den Pomedharas Puskesmas T265000000000]  26008402%.00, .14
T
REKENING Engttnn ANGGARAN REALISAST ! (%)
|
1 2 3 4 | H
12.5.1 BELANJA OPERAST 20.540.000,00 29 mmu,uni 9.46
102.5.1.1 Belana Pegawa: 35.040.000,00 n.w.m,wi 100,00
102.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa 185.500.000,00 mm.m.m? 9.35
102.5.2 i BELANJA MODAL 2.429.460.000,00 2381.500250,00 9,03
102.5.2.3 ' Beiania Modal Gedung dan Bangunan 2.429 460 000,00 2.281.500.250.00 98.03
Le2 02 201 12 | Pengaiagn Sarana Fasiitas Pelaysnan Kesohaton 1,399 656 300,00 1.391.950.000,00, As
102.5 1 | BELANJA OPERAST 7.450.000,00 7.450.000,00 100,00
102.5.1.1 i Beianya Pegawar 7.450.000,00 nsn‘m.w‘ 100,00
102.5 .2 | BELANJA MODAL 1.392.206.300,00 1.384.500.000,00 99,45
102.5.2.2 l Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.392.206.300,00 1.384.500.000,00 99,45
10202 201 13 ! Pengadaan Prasarana dan Pencukung Fasitas Pelyandn Kesenatan 2549 847.991,00 2.831.720.000,00 %
102.5.1 ‘ BELANIA OPERAST 30.620.000.00 30.620.000,90/ 100,00
102,511 i Belania Pegawal 30.620.000,00 m.m.mu.m; 100,00
102.5.2 1 BELANIA MODAL 2.819.227 991,00 2.801.100.000,00' 9.3%
102.5.2.2 Belanya Modai Peratatan dan Mesn 2819.227 991,00 21801.100.000,00 9,36
102 42 201 14 Pengadaan Alst Kesehatan Alst Penuniang Mecs Fasitas Peivaran Kesehatan 4.978 688.000,00 4.807.424.000,00| 96,56
1.02,5.1 BELANJA OPERAS] 400.000.000,00 396.000.000,00| .50
102.5.1.2 Setans Barang dan lasa 400.000.000,00 m.cmmu.m: 99,50
102.5.2 BELANJA MODAL 4,578,688 000,00 4mqum.nui 9,30
102.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesmn 4.578.668.000,00 4.409,424.000,00 | 96,30
102 62 201. 16 { Pengadaan Obat. Valksin 1.420.137.457,00 1.343.918.174,00 .63
102.5.1 BELANJA OPERASI 1.420.137.457,00 1343918 174,00'  mE
102.5.1.2 Belama Barang dan Jasa 1420 137 457,00 1.11191:.174.00! %63
102, 02. 202 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12.§94.198.178,00 12.312.280.348,00| 95,49
La2 62 202. 0! | Pengeioladn Pelayanan Kesehatan [ou Hamd 1.899.997 000,00 1.778.941.900,00 93,63
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ROENING Kogloten ANGGARAN REALISASI %)
1 2 3 4 s
L0202 202 02 Pengeioiaar Peigysnan Keschatsn [y Berssie 413.081.000,00 411.281.000,00 9%.56
102 5.1 BELANJA DPERAST 413 081.000,00 411.781 000,00 99,56
102.5.1.2 Betanja Barang dan Jesa 413.081.000,00 411.281.000,00 99,5
ror oz 202 03 Aemgeiolasn Aeisyanan Kesenatan Bayt Bary Latw 345 645.500,00 445.399.500,00 XS
102.5.1 BELANIA OPERAS] 449 645.500,00 449.395 500,00, 99,95
102.5.1.2 Betanja Barang dan Jasa 449,545 500,00 449.399.500 00 EXS
L0202 202 04 Pengeiolasn Peiayanan Kesehatan Baita 149.750.000,00 149.750.000,00 100,00
102.5.1 BELANJA OPERASI 149.750.000,00 149.750.000,00 100,00
102.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 149 750 000,00 149 750.000.00 100.00
10202 202 05 e pads Usia Dassr 550.000.000,00 280 612.500,00 5107 |
102.5.1 BELANIA OPERAST 515.400.000,00 280612 500,00 5403
102.5.1.2 Belanjs Barang dan Jasa 519.400.000,00 280.612.500,00 54.03
102.5.2 BELANJA MODAL 30.600.000,00 0,00 0,00
102.5.2.2 Bedania Modal Peralatan dan Mewn 30.600.000,00 0,00 0,00
1.02.02 202 15 oo ” Gaa Masyar 11096.305.230,00 365,784 000,00 w76 |
102.5.1 BELANIA OPERAST 1.098 305 230,00 965,784 000.00 5,7%
162.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.096.305.230,00 $65.784.000,00 5.7%
102 02202 17 Ay Pesavaran 359.960.038,00 174.380.038,00 9160
102.5.1 BELANJA OPERASI 399.980.038,00 374,380 018,00 93,60
102.5.1.2 Belanja Barang dan Jesa 399.980.038.00 374.380.038.00 9360
1820220233 Operasonal Pelayanan Puskesmas 793343541000 7862 131 410.00 X
102.5.1 BELANJA OPERASI 7.933.439.410,00 7.882.131 410,00| 99,35
102.5.1.1 Betanjs Pegawal 3:520.000,00 3.520.000.00 100,00
102.5.1.2 Betanja Barang dan Jass 7.929.919.410,00 787861141000 9,35
1.02 05. 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 500.000.000,00 499 804 724,00, 99,96
102 05 202 01 Penyeienggarasn Promas Kesehatan dan Gerskar Miup Sersih dan Sehat 500.000.000,00 499.804.724.00, B
102.5.1 BELANJA DPERAST 500.000.000.00 499 804 724,00 9.3
na%c Kaglatan ANGGARAN REALISAS] (%)
1 2 3 4 s
1@2.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500 000.000,00 499.804 724,00 99.9
1.03.03.2.01 dan Sistem Air Minum (SPAM) di Daerah [Kota 10.172.269. 100,00 _9315.217 687,00 _9_6.—52_1
103 03 20101 Peryusunan Rencana, Kebyjakan, Strateg: dan Tekns SPAM 278.100,00 521.157.987. 9359
103.5.1 BELANJA OPERASI 964 278.100,00 921.157.987,00 93,59
103.5.1.1 Betanje Pogamal 4.720.000,00 4.720 000,00 100,00
108.5.1.2 Beanje Barang dan losa 979.558.100,00 316.437 367,00 51356
10363 201 4 Aemaangunan SPAM Janingan Perpinaan & Kawasan Perdesaan 4.647.222.000,00 4.550.386.000,00 9856
103.5.1 BELANJA OPERAST 205.076.000,00 202.740.000,00 98.86
103.5.1.1 Beianje Pegams 22.740.000,00 22.740.000,00 100,00
103.5.1.2 Besanja Barang dan Jasa 182 336.000,00 180.000.000.00 56,72
1m.5.2 BELANJA MODAL 4.442.146.000,00 4.377.646.000,00 98.55
103.5 2 4 Betanja Modal Jatan. Jaringsn. dan Ingas: 4.442.146.000.00 4.377.646.000,00 56.5%
103 03 201 o7 Poriuasan SPAM Janngan Perpgaan & Kenasan Peckotaan 4.540.765.000,00 4.316.703.700,00/ 95.07
103.5 1 BELANJA OPERAST 270.769.000,00 166 534.700.00 6150
163.5.1.1 Belanja Pegawa 21.540.000,00 21.540.000,00 100,00
£03.5.1.2 Belanyz Barang dan Jass 245.229.000,00 144,994 700,00 58,18
103,52 BELANIA MODAL 4.270.000.000,00 4.150.169.000,00 9219
103.5.2.4 Bedanja Modal lalan, Janngan, dan Irigas: 4.270.000.000,00 4.150.169 000,00 57,19
1.03.05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 6,343 485.000,00 6.153.656.438,00 91,0
102 05 201.03 Sistem Ar Limbah Terpusat Skaiz Kotz 6.343.485.000,00 6.153.656.438,00 927,01
103.5 1 BELANJA OPERAST 257 485.000,00 177.905.000,00| 468
103.5.1.1 Belanja Pegama 31.510.000,00 13,510 000,00 100,00
103.5.1.2 Betanje Barang dan Jasa 259.975.000.00 244.399.000.00 .01
103.5.2 BELANJA MODAL 6.050.000.000,00/ 5.675.747.438,00 9712
103.5 2 4 Belanja Modal Jalan, Janngan, dan Ingas: 6.050.000.000,00 5.875.747 438,00 s7.12
1.03.06 2.0 dan Sistem yang Langsung dengan Sungai dalam Daerah 21.334.130.000,00 20.826.054.572,00 97,62
Kabupaten/Kota 1
1.85. 06 201 05 Pemaangunsn Sisteen Drawiase Perkotasn 21.334130.000,00 20.826.054 572,00| 8
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T
REENING Kaglotan ANGGARAN REALISAST (%)
1 2 3 4 s
103.5.1 BELANJA OPERAST 657.128.102.00 £52.130.000,00 9.4
103.5 1.1 Betanja Pegawai 68.130.000,00 66.130.000,00 100.00
103.5.1.2 Bedanja Barang dan Jasa 588.958.102,00 584.000.000,00 95,15
103.5.2 BELANJA MODAL 20.677.001.896,00 20.173.924.572,00 97,57
103.5.2 4 Beianja Modal Jatan, Jaringan, dan lrigas: 20,677 001 598,00 20.173.924.572,00 9757

103.10.201 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 6.831.128.500,00 £.738.152. 758,00 98.64

103 10.201.05 Pemtangunan ixan 2.000.000.000,00 1.566.920.000,00 X
103.5.1 BELANIA OPERAST 287.520.000,00 283,620.000,00 96,64
103.5 1.1 Betanja Pegawar 27 520.000,00 27.520.000,00 100,00
103.5.1.2 Betanja Barang dan Jasa 260,000 000,00 256.100.000,00 38,50
103.5.2 BELANJA MODAL 1.712 480.000,00 1.70%. 300 000,00 .58
103.5.2.4 Betanja Modal Jalan, Janngan, dan Irigas: 1.712.480.000,00 1.705.300.000,00 99,58

1@ 10200 11 Pemeinaraan Rutin kalso 2.569.278 500,00 2.517.184 416,00 97,57
103.5.1 BELANJA OPERASI 2.569.278.500,00 2.517.184.416,00 97,97
103.5 1.1 Beiana Pegawal 14.060 000,00 14.060.000,00 | 100,00
103 5.1 2 Betanja Barang dan laca 2555.218.500.00 2503 mumog 97.96

1.07 10 201 18 Revwtitas Jembatan 2.261.850.000,00 2.232.048.342,00 58,68
103.5.1 BELANJA OPERAST 2.261 850.000,00 2.232.048 342,00 98,68
1035 1.1 Belangs Pegawal 10.770,000,00 10.770.000,00 | 100,00
103.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.251.080.000,00 nnznmu:i 98,68

104.02. 202 dan dan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program 7.335.080.000,00 7.218.091 550,70, 98.41

Kabupaten/Kota -

L0402 20201 Standsr Tekns Penyediaon don Rumat: kepaca Masyarakat’ Sokarelawan Tanogan Bencans 250 000.000,00 238.090.000,00° 32
104.5.1 BELANJA OPERAS] 250.000.000,00 238.090.000,00 95.24
104.5.1.2 Betanja Barang dan Jasa 250.000.000.00 238.050.000,00 95.24

L04.02 20203 7 o Baru dan Akses Perumatan KPR-FLAP 7.085.080.000,00 6.980.001.550.70 %852
104.5 .1 BELANJA OPERASI 7.085.080.000,00 6,960,001 .550.70; 38.52
104.5.1.1 Belanja Fegawa 10 080.000.00 10.080.000,00 100,00

RexEnING Soghip ANGGARAN REALISASI (%)
1 2 3 4 B
LO4.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.875.000.000,00 6.969.921.550,70 28,51

1.04.02 200 Pembangunan dan Rehabifitasi Rumah Korban oge /Kota 106.000.000,00 0.00 0.00

L0402 203 05 Pembangunan Rumah Kusus beserts PSU B Kortan Bencand atay Rekokas: Program Kanupanen Kot 100.000.000,00 0.00! .00 |
14,51 BELANJA OPERAST 100.000.000,00 0,00{ 0,00
14.5.1.6 Betanja Bantuan Sosial 109,000 000,00 0,00 2,00

1.04. 05 2.01 Urusan 4.261.380.000,00 4.189.659.589,00 38,32

1.04.05 20106 Penyediasn Tenage Lstrl uotus Mesyarsdat =) 4.261.380.000,00 4 189 £59 589 00 96,32 |
10451 BELAKDOA OPERAST 2.621.380.000,00 2.781.311.710,00 2,58
104.5 1.1 Beianja Pegawa 14 680.000.00, 14.680.000.00 100,00
104 5.1.2 Beianis Barang dan lasa 2.806.700.000,00 2.766 631.710,00 98,57
1. 5.2 BELANJA MODAL 1.440.000.000,00 1408 347 £79,00| 97,80
LOA.5.2.4 Beianja Modal Jaian, Janngan, dan Ingasi 1.440,000.000,00 1.408 347 875,00 97.60

1.06.05. 2.02 Pengelotaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota 4.732.286.300.00 4.694.263.500,00 99.20

L0605 202 03 Fasitas Rantuan Sosyl Kesepshteraan Kekorgd 4.732.286.300,00 4 654263 500,00/ 9.2
106.5.1 BELANJA OPERAST 4.732.286.300,00 4 694 263 500,00 .20
106.5.1.2 Belana Barang dan Jasa 2.153.286.300,00 2.115.263.500,00 98,23
106.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 2.579.000.000,00 2.579.000.000,00 100,00

2.07.03 201 Unit 1.435.201.900,00 1.375.943.437,00 55,87

20703 20101 Froses ar can Petsthan g Pencan Kevja herdasarkan Klaster Kompetens: 1.435 201 500,00 1375943 437.00 wET |
207.5.1 BELANIA OPERAST 1.435.201.900,00 1.375.943.437,00 %87
207.5.1.2 Beianja Barang dan Jasa 1.435.201.900,00 1.375.943.437,00 95,87

2.08.03.2.01 h, Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 395.938.000,00 396.758.000,00| 9,19

208 03 201 @2 Advolasi s g Layonan X ¢ gan Kaow e 399,996, 000,00 396.758.000,00 Bﬁ'
208.5.1 BELANIA OPERAS] 399.998.000,00 396.758.000,00 %819
208.5.1.2 Beianja Sarang dan Jasa 399.958.000,00 396 758.000,00 9,19

2.08.04. 2.0 Kualitas dalam Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah 452.413.200,00 445.149,672.00 96,27

Kabupaten/Kota s==)

2.08.04 20103 Kegatan untuk Kuaitas Keluargs Kewenangan Ksoupaten Nota 462.413.200,00 445149 672,00 9,27




-23-

RexENING Kplstam ANGGARAN REALTSASI %)
1 2 3 4 1
208.5.1 BELANJA OPERASI 462 413.200,00 445.149.672,00 96.27
208.5.1.2 Belanja Barang dan JRsa 452 413.200,00 445.149 672,00 9,27
209 03 201 Penyediaan dan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah 5.393.232 328,00 5.352.685.408,00 99,25
Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Hargs Pangan ==
209 01 201 02 Pemyediaam Pangan Bertass Sumber Daya Lokal 5.391.232.328,00 5.352 685.408,00 99.25
209.5.1 BELANIA OPERAST 5.245.964 728,00 5.205.417.958,00 9.2
209.5.1.2 Belanya Barang dan Jsa 5.245 964 728.00 5.205.417 956,00 %1
29.5.2 BELAMIA MODAL 147.267 600,00 147.267.450,00( 100,00
209.5.2.2 Belanja Modal Peraiatan dan Mese 147.267 600,00 147.267.450,00| 100,00
209.04 202 Pangan [¥ota 500.000.000,00 493.680.000,00 98,74
209 04 202 01 an Pangan K. 500.000.000,00 493.680.000,00] 98,74
209.5.1 BELANJA OPERAST o 500.000.000,00 wismomoo 97|
209.5.1.2 Belanjs Barang dan Jass 500.000,000,00 493.680.000,00 98,74
210 05. 200 Penyelesaian Masalah Ganti dan Tanah untuk oleh Daerah 11.719.859.500,00 11.744.722.973,00 100.21
21005 20122 an Pery Masaiah Gants Kerugan 0an Santunan Tanah untut Pempangunan oeh 11.719.859.500,00 11.744.722.973,00 105,11 |
Pemenntah Daerah Kabupaten Kota
a0 .51 BELANIA OPERAST 719.85%.500,00 745.074.973,00 103.50
40 .5.1.2 Belana Barang dan Jasa 719.859.500,00 | 745.074.973,00 103,50
401.5.2 BELANDA MODAL 11.000.000.000,00 10.999.648.000,00 100,00
401.5.2.1 Betanja Modal Tanan 11.000.000.000,00 10.999.648.000,00 | 100,00
214,01 201 dan Edukasi (KIE) dan KB sesual 614,815 000,00 613.624.400.00 .81
Kearifan Budaya Lokal I
214,03 201, 01 Acvokas: Program KKBPX kepads Stakeholders dan Mitra Keri 1375.00000 4.375.000,00 100,00 |
214.5.1 BELANIA OPERAST 4.375.000,00 4.375.000,00] 100,00
214.5.1.2 Betanja Barang dan Jasa 4.375.000,00 4.375.000.00
21403 201 02 Komundas, Informas: den Edukas (KIE) Prograe) KKBPX sesud Keardan Budava Lokal 375.000.000,00 374.953 400,00
214.5.1 BELANJA OPERAST 375.000.000,00 374.959.400,00
214.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000,00 174.959.400,00 9,9
KODE
REKENING Vegistan ANGGARAN REALISASI (%)
1 2 3 4 s |
204,03 200 04 Promos: dan KIE Program KKBPX Melsi Mecka Massa Cetak dan Eieitronik serta Medks Luar Ruang 70.640.000,00 70.640.000,00 100,00 |
2.14.5.1 BELANJA OPERAS] 70.640.000,00 70.640.000,00 100,00
214.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.640.000,00 70,640 060,00 100,00
214.05 201 & ANNSINAIN Meldasme Opevaoonal Program KNEBPY mess Rapst A | | Rapat 124,800 000,00 124800000001 100,00 |
Oesa (Radordes) dan Moy [ okakarys (Mrvik !
2145 1 BELANIA OPERAST 124.600.000,00 124.800.000,00 100,00
214.5 1.2 Belanja Barang dan Jasa 124.500.000,00 124.500.000,00 100,00
2.14.03 2.0L 08 Pengencasan Program ARG 40.000.000,00 38.850.000, 00/ 97,13
214.5.1 BELANJA OPERAST 40.000.000,00 38 §50.000,00{ 92,13
214.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 38.650.000,00 97,13
21400202 Tenaga Penyuluh KB /Petugas L B (PKB/PLKB) . 465.600.000,00 465 600.000,00, 100,00
214.03.202 04 Penggealan Kader [astius: Masyarakac Peciesaan (INF) 465.600.000,00 465 600.000,00 100,00 |
214.5.1 BELANIA OPERAST 465 600.000,00 455 500 000,00 100,00
214.5.1.2 Betanja Barang dan Jasa 465.600.000,00 465.600.000,00 100,00
2.14.03 203 niry dan Kebutuhan Alat dan Obat serta KB di §71.819.500,00 86303045161 98.99
21401201 01 . ;s Alst o OBt dan Sarana Penuniang Peiayanan AB ke Fasitas Kesehtan 1.800.000,00 1200.000,00 66,67 |
Termasuk Jarngan dan Jetaringnya
214,51 BELANJA OPERAST 1.800.000,00 1.200.000,00] 66,67
114.5 1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.200.000,00 66,67
21402 202 03 Amngkatan gpunaan Metode Jangkas Pargang (MIGP) 16.325 500,00 16.325.500.00, 100,00 |
2.14.5.1 BELANIA OPERAST 16.325.500,00 16.325.500,00; 100,00
214.5 1.2 Belanfa Barang dan Jasa 16.325.500,00 16.325 500,00 100,00
21401 203 06 Aerrpeciasn Sarana enunang Pelayanan AB 4G 454 000,00 845.504.551,61 XY
214.5 2 BELANIA MODAL 849 434.000,00 B4 504.951 61 95,53
214.5.2.3 Belanja Modai Gedung dan Bangunan 1849.454.000,00 845.504.951,61 99,53
2.14.03 2.05. a8 Pempinaan Peizyanan Xeluaga dan Ae of Fasitas ltermasusk Jaringan dan 4.200.000,00 0,00 0,00
Jegarngnyd
214.5.1 BELANIA OPERAST 4.200.000,00 0,00 0.00
214.5.1.2 Belansa Barang dan Jasa 4.200.000,00/ 0,00 0,00
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ReXENING Maghatan, ANGGARAN REALISASI (%)
1 2 3 4 5
2.14.03. 204 yaan dan Peran serta Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 99.966. 300,00 50.766 300,00 90,80
dalam dan Ber-KE
21403 204.04 Pemirsan Terpadu Kampung B 99.966.300,00 90 766.300,00 20,80
214,51 BELANJA OPERAS] 99 966.300,00 90.766.300,00, 90,80
214 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 99.966.300,00 mmmm! %0.80
214.04 201 9a melaiui dan 595.932 800,00 571.112.800,00 9554
214.04.201. 01 e dan Kelarga (Bina Keiuarga Baita (BKB), Sina Kewargs Remajs (BKR), 99.992 800,00 75.992 809,00, T |
Pusat Informas: dan Konseting Remaia (PIK-R) Bing Kelusnga Lansia (BKL), Unit Peninghatan Pendapatan Kekwanga +
Sejahtera (LPPXS) dan Pemberdayasn Fikonomi Kelusrga) !
214 5.1 BELANJA OPERASI 99.952.800,00 75.992.800,00, 76.00
214.5.1.2 Beisnja Barang dan Jasa 99.952.800,00 n.m.m_w? 76.00
214 04 20105 Penyediasn Buya Operasionsl bag Pengeiols dan Pelaksana (Kackr) Ketahanan dan Kesejanterssn Kedwsrga (BXE, AR, 495.340.000,00 495.120.000,001 EEE)
BKL, PRPKS, PIK-R dan Pemberdiayasn Ekonomy Ketuarga/UPPKS) +
21451 BELANJA OPERAS] 495.940.000,00 495.120.000,00 983
214.5.1.2 Belanjs Barang dan Jasa 495.540 000,00 m,mm.wl 92,53
21502 209 Penyediasn Anghutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota datam 1 (satu) Daerah 2 400 000 000,00 2368 000 000,00 8,67
Kabupaten/Kota T i
215 02 209 01 Penpedioan Anghutan Umum untuk Jass Angtutan Orang dan/atau Barsng antar Kota diam | (satu) Deeran 2.400.006.000,00 | 1.368.000 000,007 e |
Ketupaten/Kota -
215.5.1 BELANJA OPERASI 700,800 000,00 688,000 um.ooi 98.29
215.5.1.2 Selana Barang dan lasa 700.000.000,00 688.000. um_nn‘? 38.29
21552 BELANIA MODAL 1.700.000.000,00 1.680.000.000,001 98,682
2.18.5 2.2 Belanja Modal Persistan dan Mesn 1.700.000.000,00 1mooomuuj 98,82
215.04. 202 s dan serta ) 5.057.000.000,00 4 826.846.400,00 35,45
21504 202 01 Pemyedaan Sacana dan Frasarany Bancara/Lapangan Udara®*) 1.357.000.000,00 1.202.746.400,00 88,63
215.5.1 BELANJA OPERAST 1.357.000.000,00 1.202.746.400,00 88,63
215.5.1.4 Betanja Subsich 1.007.000.000,00 852.746.400,00 84.68
215.5.1.% Beianja ribah 350.000.000,00 350.000.000,00 | 100,00
213,04 202 02 Pengesoiaan Bandaray/Lapangan (gaa**) 1.700.000.000,00 3.624.100.000,00] 97,55
215.5.1 BELANJA OPERAST 3.700.000.000,00 3.624.100.000,00| 97.95
215.5.1.2 Belarya Barang can Jasa 3.700.000.000,00 3.624.100.000,00 9795
KODE
REKENING Kplats ANGGARAN REALISAS! (%)
1 2 3 4 s
2.17.05. 201 dan Latitg bagi yang Wilayah dalam Daerah 1.509.060.500,00 1.409 787.200,00, 93,42
2170520101 dan Peny Perkoperasian Serta Kapdsitas dan Kompetens: SOM Koperss: I Tea2
330 5.1 BELANJA OPERAST 1.509.060.500,00 1.409 787.200,00 8342
330.5 1.2 Beianjs Barang dan Jess 1.509 .069.500,00 1.405.787 200,00 242
217,06 201 dan yang daiam Daerah /Mota 700.000. 000,00 689 558.100,00 9851
217.06 200 01 g Aviai Tambah, Ases Pasar, Akses Pemix, Pengustan 700.000.000,00 £89.588 100,00 9551
Penataan Manajermen, Standansas:, oan Resinkiirsas Usaha Koperas: Kewenangan Kabupaten/ Kotz
330.5.1 BELANIA OPERAST 700.000.000,00 689.588.100,00 98,51
330 5.1.1 Beanys Pegaws 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00
330.5.1.2 Beianjs Barang dan Jesa 65.180.000,00 1,780 000,00 5478
330.5.1.5 Beianja Hibah 631.620.000,00 524.608.100,00 98,89
2.47.07. 201 Pemberdayaan Usaha Mikro yang melalui d: 615.000.000,00 573.912.600,00 9132
dan dengan Para o o ]
21702 201.05 Koordinas: dan Sinkronesasi dengan Pars gy st Lisana Miro 615.000.000,00 573,912 600,00/ 5332
330 5.1 BELANJA OPERASL 615.000.000,00 573.912 600,00 a1
33.5.1.2 Beianja Barang dan Jasa 615.000.000,00 §73.912.600,00 9112
2.17.08 201 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil nsommo.u:r_ 616.828 700,00 85,08
217.08.2.01 01 m&ummmmmwmmm Pemesaon, SOM, stz Desam | 725.000.000,00 616.828 700,00 8508
330.5.1 BELAMA OPERASI 725.000.000,00 616.528.700,00 65,08
33.5.1.1 Beianja Pegawas 3.200.000.00 3.200.000,00 100.00
330.5.1.2 Beianga Barang dan Jasa 34.750.000.00 30,630 000,00 88,12
330.5.1.6 Beianja Bantuan Sosal 687.050.000,00. 582.938 700.00 B4.85
32504204 Pengelolaan Pembudidaysan Tkan 1.784.440.800,00 0,00 0,00
3N 04204 2 Pracarana Tian cialam | (san) Dawerah Kabopaten, Kofs 1 784 440 8GO, 00 0. 0.00
325.5 1 BELANJA OPERAS] 1,784 440.800,00 0.00 0,00
35,5 1.1 Belanjs Peganas 6.560.000,00 0,00 0.00
325.5.1.2 Belanjs Barang dan Jasa 1.777.480.800,00 0,00 0,00
326 02 203 1K 1.260.000.000,00 1.258 334 000,00 99.87
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REKENING P ANGGARAN REALISAST (%)
1 2 3 4 5

126 02 203 4 Pengaciasn Per 2o Swrana dan datam Ferge Destnas P « 1.260 000.000,00 1.258 334.000,00 X

[am. 52 BELANJA OPERAST 1.260.000.000,00 1.258.334.000,00 %87
In.5.1:2 Belamja Barang dan Jasa 1.260.000.000,00 1.258.334 000,00 9987
127 02 201 Pangawasan Penggunaan Sarana Pertanian I 4.500,000.000,00 4.383.174.540,00 97,40
3272 02 201 01 Pongawasan Pengounadn Sarana Rendukung Pertaniar sesudr dengan Komoditas. Teknolog: dan Spesfik Lokas: 4.500.000.000,00 4.383.174.540,00 §7.50
327.5.1 BELANJA OPERAST 4.500.000.000,00 4.383.174.540,00 97.40
127 5.1.2 Beianja Barang dan Jasa 4,500.000,000,00 4,383,174 540,00 97,40
3.27.02 202 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, dan Mikro ga 6.130.264.500,00 6.045.866.225.00 98.62

Kabupaten/Kota

1.27.02.202 a2 Penngkatan Keastas SDG Hevwary Taraman T 5.130.264 500,00 6.045 866 225,00 T3
327.5.1 BELANJA OPERAST 6.130.264.500,00 T eossee2sm| | e
327.5.1.2 Besanja Barang dan Jasa 5.701.264 500,00 5.616.866 225.00 38,532
127 5 1§ Beianja Hibah 429.000,000,00 429.000.000.00 100.00
3.27.02 206 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah 6.963.914.500,00 6.741.291 444,00 96,80

Kabupaten/Kota Lain

127 02 206 01 Pengadaan Beot/BOE Terna yany Sumbernya dan Daerah Kabupater/Kota Lan 6.963 914.500,00 T 6191444 00| 9680 |
1551 BELANJA OPERASI T eselsMs0m|  6M1mLe0| %
125.5.1.1 Belanja Pegawa 10.640.000,00 10.640 000,00 100,00
31%.5.1:2 Besanj Barang dan Jasa £.953.274 500,00 6,730,651 444 00 | 96,80
327,03 202 4.988.000.000,00 wrsmow,m% 98,56
327,03 202 09 qur dm ‘aan Prasanang Pertarian Lannya 4.988.000.000,00 4.916.000.000,00 8.5
38,51 BELANIA OPERASI T ammomoow|  <swomomm| | %8%
325.5.1.2 Beianja Barang dan Jasa 4.988.000.000,00 4.916.000 000,00 98,56

:127 0. 201 Penyuly 3.483 891 300,00 3138622 165,00/ 90.09

| 227 02200 01 Pinglatan Kapastas Kelembagaan Fenyuichan Pertanan & Kecamatan can Des 600.000.000,00 531.574.500,00 86,60

| 32251 BELANJA OPERAST 600.000,000,00 531.574.500.00 88,60

| 322.5:4.2 Besanja Barang dan Jesa 600.000.000,00 ssas?-%sw.ool ae.eol

| 2272 07 201 02 Fengertiangan Kanastas Kelembsgasn Petars & Kecamatan dan Desa 2883 891.300,00 2607 047.665.00 %40 |

-

1§ XODE : | .

[ REKENING g ANGGARAN | REALISASI | =

[ y 2 3 i 4 JL s |

| 327.5.1 BELANJA OPERAST 2883 891 m,w! 2607.047 se.s.w! 90,40 |

! 327 5.1.2 Bedanjs Barang dan Jasa 28831891 mu‘az; 2.607.047 665,00 30.40 |

| 330 03 202 Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi di Wilayah 1,608 714.500.00| 1574238 800.00] 99.04 |
3.30.03 2.02.02 Pembergayas Pengeiots Sarana Destribus: Perdagangan 3.608.714 500.00; zsuzssm_oo? B |
3130.5.1 BELANJA OPERAST 1.608.714 s(acl.myT 3.574.238.800,00{ 99.04
3130.5.1.1 Beianys Pegawa elunmu_uo‘! 6.100.000,00| 100,00 |
13.5.1.2 Beianja Barang dan lasa 30.499 590,00 | 30.480.000,00| 99,94 |
130.5.1.6 Beianja Bantuan Sosal 3.572.114.910,00 1'537.656.800,00 99,04 |
401, 02. 202 ijak Rakyat 15.725.984 600,00 15.188.378 mm[ 96.58
401 02 202 02 Peipicsanaan Keopakan. Evakars: Jan Capaman Kinerid torkad Kesciahteraan Soso! 15}259&45«».0\1) 15. IN.INW‘OOi 96.58
0151 BELANIA OPERAST 15,725 984 600,00 1518837850000, 9658 |
401.5.1.1 Beiania Pegawa 4.500000,00| 4scnuon.005: 100,00 |
401.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.995.484 600,00 2.458.554.000,00 | 82.08
401 5.1.6 Beltanjs Bantuan Sosal 12.726.000.000.00 12.725.324.900,00 .99

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya telah
mengalokasikan anggaran belanja untuk percepatan penurunan Stunting
dalam APBD TA 2022. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan Stunting
dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar:

a) Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap
penurunan stunting melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan
(PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga
serta kegiatan lainnya yang diamatkan peraturan perundang-undangan;

dan

b) Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta
mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap
penurunan stunting.
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5) Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
TAHUN ANGGARAN 2022
| | 1
REXENING I Soghitun ANGGARAN : REALISAST |
i ;
1 2 3 | 4 T
: 1
| TOTAL BELANIA 28,880 547 821,00 28167 40022926 97,53
| r = v
| | |
| 2 Ekstrem i wilayah Kabupaten/Kota | |
1.01.02 204 | 600.000.000,00 526.000.000,00] 87,67
101 @2.204.12 | Proses Belar 300.000.000,00 | 300,000 006,00] 100.00
101.5.1 ? BELANIA OPERAST T x0000000]  Xoooowco  0om |
101.5.1.2 ‘ Belan;a Barang dan lasa 300.000.000,00 300.000.000,00 100,00
10102 204 16 | Aemiwnaan Kedenhagasn dan - Sekniah mtmrmm: ;r;'s.mnrm,m; %33
101.5.1 | BELANJA OPERASI 300.000.000,00 226.000.000,00( 75,33
100.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa m.nw.om.mé zzsm.rmmi 7.3
| s e e | |
| pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address) |
102.02 201 i Fasilitas untuk UKM dan UKP Daerah n m.m&m_mi 20.949.506.129.26 97.80
La a2 201 01 | Pembangunan Rumah Sakd beserta Sarana don Prasacana RenckAungrva 500.360. L’(I‘J‘Bﬂ_ 498370 M,Dﬂl 99.60
102.5.1 | BELANJA OPERASI 50.455.340,00 | 50.450.000,00| 9.9
102.5.1.1 : Belanja Pegawa 7.290.000,00/ 72900000 10000
102.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa 43.165.350.00) 43.160.000,00| 99,95
102.5.2 BELANIA MODAL 45.904.660,00] «Jmooo.ooi 5%
102.5.2.3 | Belania Modal Gedurg dan Bangunan 449 904 660,00 47,920 000,00 9%
1oz 02 201 02 | Aemtangunen Puskesms 2.000.000.000 00 1979560 605,26, %% |
102 5.1 | BELANJA OPERAST 171.446.000.00 169.228.5%0,00 %8.71
T
RexenING Hapelom ANGGARAN REALISASI )
{ 1 . - 3 T4 s
; 102 5 1.1 Belanja Pegava ‘ 23.250.000,00| 23.250.000,00 | 100,00
} 102.5.1.2 Beianja Barang dan Jasa | 148.196.000.00 us.wnssomi 98.50
| 102.5.2 BELANJA MODAL 1.828.554 000,00 1.770.332.055, %6 96,82
102.5.2.3 Belar}a Modal Gedung dan Bangunan 1/828,554.000,00 1.770.332.055.26 96,82
102 02 201 @3 Pembangunan Fasitas Kesehatar Larmye 600 000.000,00 594 363.280,00, T
1025 1 BELANIA OPERASI 42.000.000,%0 wiwimooe 910
102.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 «uuzm.ou; 96,10
102.5 2 BELANIA MODAL [ ssnmu.ow.noi ssawo.owmé 9.8
102 5.2.4 Belanja Mods! Jalan, Janngan, dan Ingas E 558.000.000,00 | 554.000.000,00 %.28
L0202 20109 Rehatxitasi dan Permedharaan Pushesmas | 2.650.000.000,00 2.600 840.250,00 98,14
102.5.1 BELANJA OPERASI | 220.540.000.00 219.340.000,00" 99,46
102.5.1.1 Belanja Pegawa: 35.040.000,00 35.040.000,00 100,00
102.5.1.2 Belanja Barang dan lasa 185.500.000,00 184.300.000,00 9935
; 102.5.2 BELANIA MODAL 2429 460.000,00 2381 500 250,00 98.03
| 1a2.5 2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2429 460.000,00 2.381.500 250,00, 98,03
i L02 @2 201 11 Retateitas: dan Perckharaan Ruman (daas Tendga Kesehatan 908,961 000,00 WW
? 102.5.1 BELANIA OPERASL 908.961.000,00 897 430.000,00 %24
| ve2.5.0.1 Betaia Pegana 11.790.000,00 11.790.000,00 100,00
I 102.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa §97.191.000.00| B8S.700.000,00 %872
1.02 02 201 12 Pengadaan Sarans Firtas Peivanan Kesenatan [ 1.399.656.300,00 1391 9souoo.onL 97.‘{
102.5 1 BELANIA OPERASI | 7.450.000.00 7.450.000,00{ 100,00
102 5.1.1 Betania Peganas ! 7.450.000,00 | 7.450.000,00| 100,00
102.5.2 BELANJA MODAL | 1.292.206.300,00 1.384.500.000,00° 99,45
102.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin l 1352 206.300,00 1.384.500.000,00 9,45
102 62 201 13 AERGICANN FrESIING dan PENTUALNG FIATES Felyanan Aesensen F TBHIELE] 187000 el
102.5 1 BELANJA OPERASI I 30.620.000,00 30.620.000,00] 100,00




.

T
RexEniNG Roghinn ANGGARAN REALISASI i (%)
|
| 1 o 2 3 4 ] s
102.5.2 BELANJA MODAL 2819.227.991,00 zm‘nwow.wj 95,36
102.5 2.2 Betanja Modal Peraiatan dan Mess: 2819.227.991.00 280 1mum.:u? 9.3
L0202 201. 14 Pengadasn Aat Kesehatan/Alst Fenunang Medik Fasitss Pelayanan Kesehatan 4.978 688.000,00 {m?mw'u‘,o_o)ﬁ_ .56
1.02.5.1 | BELANOA OPERAS] 400.000.000,00 mmugm,ooi 99.50
102.5.1.2 { Beianja Barang dan lesa 400.000.000,00 194.000.000,00 9,50
1025 2 BELANIA MODAL 4,578,688 000,00 4.409.424.000,00! %,30
102.5 2.2 | Beianya Madal Peraiatan dan Mesn 4.578.688.000,00 4409 424 000,00 9,30
102.02 2.01.15 “ Pengacaan dan Aemesnarasn Alat Kaiteas. 200.000.000,00 200.000.000,00] W
182 5.1 ] BELANJA OPERAST 200.000 000,00 200.000.000.00' 100,00
102.5.1.2 | Beianys Barang can Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00] 100,00
L8202 201, 16 | Pengactaan Coat. Vaks B 1430137 457.00 1343.918.174.00 Y
1.02.5.1 ‘ BELANJA OPERASI 1.420.137 457,00 1.343.918.174,00 9463
102.5.1.2 E Belanps Barang can Jasa 1.420.137 457,00 l)‘lﬂﬂl“m; 63
102 02 201,17 | Pengacasn Rahan Hates Paai 1512527.043,00 959538 700,00 %52
102 5.1 : BELANIA OPERASI T isuspenm 1.455.838.700,00] %5
102.5.1.2 | Beaa Barang can lasa 1.512.527.043,00 Aosuumm; %52
L0202 201 21 1‘ Destribusi Alat Kesehatan, (Oat Vaksn BMHP, Mananan Jan Minuman ke Puskesmas serta Fasiitss Kesehatan Lsonya 2,400 000.000,00 Jmunuam% 9.1
102.5.1 J BELANIA OPERAST 2.400.000.000,00 2.384.033.120.00] %33
102.5.1.2 ! Beianja Barang dan Jasa 2.400.000 000,00 238400 :m,mi 9,13
L Ekstrem d wilayah Kabupaten Kota
102 G2 202 Penyediaan Laysnan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota r 1,096 305 230,00 985 784.000,00 5.7% |
102 02202 15 | Pengeioiaen Feiayanan Kesenatan Goi Masysrakat 1.096.305 mm 985 784 000.00] 7
1.02.5.1 1 BELANJA OPERASL i 1.098.305.230,00 985,784 m-x'o‘-o-o‘;____é?_;ﬁ
102.5.1.2 j Besanj2 Barang dan Jesa 1.096.305.230,00 985.784.000,00| 8,7
Data sasaran g8 Miskin Ekstrem Berdasarkan Hasil Musyawarah Desa /Kelurahan yang
| n-n-nnn— Berita Acara Musyawarah Desa/Kehrahan
106 05 202 | Pengeiolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daersh Kabupaten, Kota _ 5.062044800,00| _50169200000( %10
1 T
KODE T
REXENING | Kegiatan ANGGARAN REALISAST (%)
= 1 B 2 . F. . & i W
106 05 202 0t Rendiacaan Faks Miskn Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 329 758 500,00 322.258.500,00] E1EE]
106 5 1 | BELANIA OPERASI | ammamom| :ia‘sti\-r on
106 5.1.2 Betanga Barang Gan Jas2 329.758 500,00 m:sssw.oor 9.7
106 05 202 03 Fasiltas) Bantuan Sosa Keseipheasasn Kekugd I 4.732.286 300,00 4694 263.500,00] BH
106 5.1 BELANJA OPERASI 4.732.286. 300,00 :mm]saom{; 820
106 5.1.2 Beianja Barang dan Jasa 2.153.286 300,00 1nnssmcm‘; 98,23
106 5. 1.8 | Be@ama Bantuan Sosal 2.579.000.000,00 2.579.000.000,00 | 100,00
| » gram dan pada Kerja Daerah /Kota serta
{ pads APED Kota dalam rangka ekstrem,
. pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address)
217.06. 201 ‘ dan yang dalam Daerah Kabupaten/Kota 700.000.000,00 689.588.100,00, 951
217 06 201 01 mm mwnm‘um Ny Tambah, Akses Pasar, Akses  Pengustan 700.000.000,00 sié.gsszmm!; 98,51 |
‘ Adnrsasi (s Koperas Kewenangan Ksbugsten Koty T
13 51 | BELANJA OPERASI 700.000 000,00 msumao% 98,51
130.5.1.1 ‘ Beania Pegana 3.200.000.00 3.200.000.00 100,00
3130.5.1 2 } Beianja Barang dan Jasa 65.180.000,00 ensncmo.mﬂi w78
330.5.1.% J_ Belanja Hibsh 631.620.000,00 524503:30.00% 98,59

Pemerintah Kabupaten Intan Jaya telah mengalokasikan anggaran dan
merealisasikan belanja untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dalam
APBD TA 2022 dan telah menyampaikan Rekapitulasi Realisasi Belanja
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai pemenuhan kebutuhan
informasi sesuai butir 5.h Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan
dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar:
a) Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung
terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai dengan amanat
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
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b) Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta
mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

2. NERACA

a. ASET

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kabupaten Intan
Jaya sebesar Rp3.015.695.778.504,82 atau terjadi kenaikan sebesar
Rp74.587.069.757,17 atau 2,54% dari saldo 31 Desember 2021
sebesar Rp2.941.108.708.747,65. Aset Pemerintah Kabupaten Intan
Jaya per 31 Desember 2022 tersebut, antara lain:
1) Aset Lancar
Aset lancar Pemerintah Kabupaten Intan Jaya per 31 Desember
2022 sebesar Rp55.677.776.551,05, mengalami penurunan sebesar
(Rp30.358.053.846,72) atau (35,29%) dibandingkan dengan Aset
Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp86.035.830.397,77 dengan
rincian sebagai berikut:

a)

b)

Saldo kas Pemerintah Kabupaten Intan Jaya per 31 Desember
2022 sebesar Rp41.578.441.607,79 dengan rincian sebagai
berikut:

(1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp38.531.645.636,77;

(2) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.841.486.686,02;
(3) Kas Dana BOS sebesar Rp941.890.159,00;

(4) Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp5.065.191,00; dan
(5) Kas Lainnya sebesar Rp258.353.935,00.

Memerhatikan data tersebut di atas, masih terdapat
keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Pengeluaran ke
Kas Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya
harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu
yaitu paling lambat tanggal 31 Desember sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Nilai nominal piutang per 31 Desember 2022 sebesar
Rp4.365.576.438,30 sesuai dengan laporan yang disajikan
dalam Neraca, terdapat nilai penyisihan piutang diragukan
tertagih sebesar (Rpl173.135.838,80), sehingga nilai bersih
piutang yang dapat direalisasikan per 31 Desember 2022 sebesar
Rp4.192.440.599,50, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

sebesar Rp802.280.830,00;
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(2) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp283.672.111,30;
(3) Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp2.122.653.447,00;
(4) Piutang Lainnya sebesar Rp1.156.970.050,00.

Berkenaan dengan piutang di atas Pemerintah Kabupaten Intan
Jaya harus melakukan pengendalian dan mengupayakan
penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga
dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat

segera dimanfaatkan dalam meningkatkan capaian pendapatan
daerah.

c) Saldo Persediaan per 31 Desember 2022  sebesar
Rp9.432.921.741,02 mengalami penurunan sebesar
(Rp1.813.098.062,40) atau (16,12%) dibandingkan dengan saldo
persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.246.019.803,42.

Berdasarkan nilai persediaan tersebut Pemerintah Kabupaten Intan
Jaya harus memerhatikan persediaan yang sifatnya rentan rusak
dan kadaluwarsa seperti bahan obat-obatan, bahan laboratorium,
farmasi, radiologi dan ternak serta persediaan habis pakai lainnya.
Pemerintah Kabupaten Intan Jaya harus melakukan pengendalian
terhadap pengelolaan persediaan dan pemanfaatan persediaan
dimaksud sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan-
perundang-undangan.

b.INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Intan Jaya per 31
Desember 2022 sebesar Rpl11.735.156.478,00, investasi tersebut
merupakan penyertaan modal dalam bentuk Saham ke Bank Papua
sesuai dengan dasar hukum penyertaan modal yakni 2/SK/RUPS-
BPD/VI/2020 dengan hasil penyertaan modal yakni sebesar
Rp808.270.774,00.

Berdasarkan data diatas, maka Pemerintah Kabupaten Intan Jaya
dalamm melakukan penyertaan modal harus ditetapkan dengan
Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal sesuai dengan amanat
Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya diharapkan tetap
melakukan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko
dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah
dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan
pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah,
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka
memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya,
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dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah

Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

mengingat seluruh aset dan kekayaan BUMD dimaksud merupakan

kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan
keuangan BUMD dimaksud sebagai salah satu lampiran laporan
keuangan Pemerintah Daerah.

.ASET TETAP

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Per 31 Desember 2022

adalah sebesar Rp2.820.646.030.077,58 yang telah dikurangi dengan

akumulasi penyusutan sebesar (Rp1.094.510.548.188,10). Saldo Aset

Tetap dimaksud mengalami kenaikan sebesar Rp65.206.695.620,09

atau sebesar 2,37% dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31

Desember 2021 sebesar Rp2.755.439.334.457,49, dengan rincian

sebagai berikut:

1) Aset Tetap Tanah sebesar Rpl199.653.566.914,06 mengalami
kenaikan sebesar Rp3.613.648.000,00 atau 1,84% dibandingkan
dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar
Rp196.039.918.914,06;

2) Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp311.577.920.001,04
mengalami kenaikan sebesar Rp18.329.271.187,04 atau 6,25%
dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar
Rp293.248.648.814,00;

3) Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar
Rp1.535.511.543.248,07 mengalami kenaikan sebesar
Rp117.958.124.442,70 atau 8,32% dibandingkan dengan saldo per
31 Desember 2021 sebesar Rp1.417.553.418.805,37;

4) Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar
Rp1.694.612.667.945,98 mengalami kenaikan sebesar
Rp99.828.544.664,00 atau 6,26% dibandingkan dengan saldo per
31 Desember 2021 sebesar Rpl1.594.784.123.281,98;

5) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp29.204.124.096,00 sama dengan
saldo per 31 Desember 2021; dan

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rpl144.596.756.060,53
mengalami penurunan sebesar (Rpl17.879.590.308,00) atau
(11,00%) dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2021
sebesar Rp162.476.346.368,53.

Memerhatikan hal tersebut di atas, agar Pemerintah Kabupaten Intan
Jaya agar melakukan inventarisasi dan pencatatan Barang Milik
Daerah yang menjadi aset tetap secara menyeluruh daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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d. KEWAJIBAN
Pemerintah Kabupaten Intan Jaya per 31 Desember 2022 memiliki
Kewajiban sebesar Rp4.381.293.864,00 yang merupakan Kewajiban
Jangka Pendek yang terdiri dari:
1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp461.518.864,00;
dan
2) Utang Belanja sebesar Rp3.919.775.000,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, Kabupaten Intan Jaya harus
mengambil langkah-langkah untuk segera menyelesaikan seluruh
kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan
menjadikan sebagai belanja prioritas sesuai dengan maksud paragraf
11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, vyang menyatakan bahwa suatu kewajiban
diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan
dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan.

e. EKUITAS

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Intan Jaya per 31 Desember 2022

yaitu sebesar Rp3.011.314.484.640,82 mengalami peningkatan

sebesar Rp82.481.971.544,17 atau 2,82% dari

Rp2.928.832.513.096,65 per 31 Desember 2021.

Memerhatikan posisi dari Ekuitas, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya

diminta agar tetap:

1) Menjaga arus masuk dan arus keluar kas dan melakukan
penyetoran kas sebelum tahun anggaran berakhir;

2) Melakukan inventarisasi, pencatatan serta manajemen aset daerah
yang dapat meningkatkan pendapatan daerah; dan

3) Melakukan pengaturan atas rasio Utang Daerah dengan total
Belanja Daerah serta kemampuan bayar daerah dan menyelesaikan
kewajiban secara tepat waktu.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)
a. PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO TA 2022 sebesar Rp1.043.524.117.260,35 mengalami

kenaikan sebesar Rp164.744.327.891,16 atau 18,75% dari Pendapatan-

LO TA 2021 sebesar Rp878.779.789.369,19. Rincian pendapatan-LO TA

2022 antara lain:

1) PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO (PAD-LO)
PAD-LO TA 2022 sebesar Rp24.897.340.531,35 lebih tinggi sebesar
Rp dibandingkan dengan PAD-LO TA 2021 sebesar Rp. Rincian PAD-
LO TA 2022 antara lain sebagai berikut:
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a) Pendapatan Pajak-LO TA 2022 sebesar Rpl13.722.091.503,00
lebih tinggi sebesar Rp793.486.139,00 atau 6,14% dibandingkan
dengan Pendapatan Pajak-LO TA 2021 sebesar
Rp12.928.605.364,00;

b) Pendapatan Retribusi-LO TA 2022 sebesar Rp180.646.780,00
lebih  tinggi sebesar Rpl136.646.780,00 atau 310,56%
dibandingakan dengan Pendapatan Retribusi-LO TA 2021 sebesar
Rp44.000.000,00;

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan-LO TA 2022 sebesar Rp802.280.830,00 lebih rendah
sebesar (Rp46.751.135,60) atau (5,51%) dibandingkan dengan
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan-LO TA 2021 sebesar Rp849.031.965,60; dan

d) Lain-lain PAD vang Sah-LO TA 2022 sebesar
Rp10.192.321.418,35 lebih rendah sebesar (Rp568.664.623,24)
atau (5,28%) dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang Sah-LO
TA 2021 sebesar Rp10.760.986.041,59.

2) PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer-LO TA 2022 sebesar Rp971.853.223.981,00
lebih  tinggi sebesar Rpl24.756.715.516,00 atau 14,73%
dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO TA 2021 sebesar
Rp847.096.508.465,00.

3) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2022 sebesar
Rp1.043.524.117.260,35 lebih tinggi sebesar Rp164.744.327.891,16
atau 18,75% dibandingan dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah-LO TA 2021 sebesar Rp878.779.789.369,19.

. BEBAN

Beban Pemerintah Kabupaten Intan Jaya periode 1 Januari 2022
sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp961.148.805.150,48, dengan
rincian sebagai berikut:

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)

8)

Beban Pegawai sebesar Rp273.300.481.744,00;

Beban Barang dan Jasa sebesar Rp307.254.412.914,93;

Beban Subsidi sebesar Rp852.746.400,00;

Beban Hibah sebesar Rp87.250.466.835,20;

Beban Bantuan Sosial sebesar Rp28.064.922.400,00;

Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp53.688.017,50;

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar
Rp26.154.253.475,00;

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar
Rp75.928.516.490,84;
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9) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar
Rp54.560.532.399,81;

10) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar
Rp3.457.880.273,20; dan

11) Beban Transfer sebesar Rp57.790.904.200,00.

c. SURPLUS/DEFISIT sebesar Rp82.491.971.544,17.

4. LAPORAN ARUS KAS
a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 terealisasi sebesar
Rpl71.515.039.321,56.
1) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi terealisasi sebesar
Rp1.104.924.471.692,05.
2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi terealisasi sebesar
Rp933.409.432.370,49.
b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi terealisasi sebesar
(Rp200.312.300.584,11)
1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi teralisasi sebesar Rp0,00.
2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi terealisasi sebesar
Rp200.312.300.584,11.
c. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 senilai
(Rp2.565.204.525,02).
1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris terealisasi sebesar
Rp187.728.263.086,98;
2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris terealisasi sebesar
Rp190.293.467.612,00.
d. Saldo Akhir Kas sebesar Rp 41.578.441.607,79.

5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan

terhadap pendapatan dan beban operasional selama [ Januari sampai

dengan 31 Desember 2022.

a. Ekuitas awal senilai Rp2.928.832.513.096,65 merupakan saldo awal
dari total ekuitas Pemerintah Kabupaten Intan Jaya sesuai Neraca per
31 Desember 2022.

b. Surplus/(Defisit)-LO senilai Rp 82.491.971.544,17 merupakan  selisih
antara Pendapatan LO dan Beban LO selama periode 1 Januari 2022
sampai dengan 31 Desember 2022 sebagaimana tertera dalam Laporan
Operasional.
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c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang
terdiri dari Koreksi Nilai Kas, Nilai Piutang, Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap, dan Lain-Lain sebesar (Rp10.000.000,00).

d. Ekuitas Akhir TA 2022 sebesar Rp3.011.314.484.640,82.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN
TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan
keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan
keuangan. Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan
keuangan telah sesuai. Selanjutnya, berdasarkan LHP BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya TA 2022, terdapat beberapa
temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Belanja tidak terduga sebesar Rp34,05 miliar tidak dapat diyakini

penggunaannya;
2. Pengelolaan kas pada Bendahara Pengeluaran belum memadai, yaitu:

a. Kekurangan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp984,49 juta; dan

b. Pajak yang dipungut Bendahara Pengeluaran pada empat SKPD belum

disetor ke Kas Negara sebesar Rp187,28 juta yang mengakibatkan:

1) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca per 31 Desember
2022 sebesar Rp984,49 juta tidak menggambarkan kondisi sebenarnya;

2) Kekurangan penerimaan atas pungutan pajak pada empat SKPD yang
belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp187,28 juta; dan

3. Penatausahaan Aset Lainnya belum tertib, yaitu:
a. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2010 s.d. 2021 yang belum
dipertanggungjawabkan sebesar Rp9,53 miliar; dan
b. Aset Lain-Lain yang tidak dapat dijelaskan sebesar Rp6,07 miliar yang
mengakibatkan:

1) Nilai Aset lain-lain yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2022
berupa kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp9,53 M belum dapat
dipulihkan;

2) Selisih pengungkapan saldo Aset Lainnya-Aset lain-lain sebesar Rp6,07
M tidak dapat diyakini kewajarannya.
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Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap temuan BPK maka Pemerintah
Kabupaten Intan Jaya harus segera mengambil langkah-langkah untuk
menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAIN-LAIN

Memerhatikan data uraian dan penjelasan pada Informasi Lainnya, Neraca dan

Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar melakukan

langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Belanja Wajib (Mandatory Spending) dan Pencapaian SPM
Terhadap pemenuhan Belanja Wajib (Mandatory Spending) dan Pencapaian
SPM, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar melakukan langkah-langkah
sebagai berikut:

a. Meningkatkan realisasi pemenuhan Belanja Mandatory Spending sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD
tahun berkenaan.

b. Meningkatkan pelaksanaan anggaran pencapaian SPM berdasarkan
Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan SPM  yang  ditetapkan  oleh
Kementerian/Lembaga pengampu masing-masing SPM berdasarkan
Pemetaan SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD tahun berkenaan.

2. Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri
Terhadap realisasi Belanja Produk Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Intan
Jaya agar mengoptimalkan pelaksanaan belanja PDN yang sudah ditetapkan
dalam APBD melalui peningkatan jumlah transaksi pengadaan barang dan
jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil Lokal dan Koperasi yang tergabung
dengan penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik/marketplace
dalam toko daring yang dikelola oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

3. Penghapusan Kemiskinan Esktrem dan Percepatan Penurunan Stunting
Terhadap Penghapusan Kemiskinan Esktrem dan Percepatan Penurunan
Stunting Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar menjadikan Percepatan
Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai prioritas
daerah melalui penganggaran belanja dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana
amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Petunjuk Teknis
pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan.
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4. Neraca
Berdasarkan informasi yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022,
pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar
melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menjaga Kketersediaan kas daerah dan melakukan pengendalian
penyetoran Kas ke RKUD oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara
Pengeluaran SKPD atas kas yang dikelolanya sebelum tanggal 31
Desember sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Melakukan penagihan Piutang daerah melalui peningkatan kinerja SKPD
yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna
mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta
piutangnya.

c. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa serta
memerhatikan kuantitas dan kualitas Persediaan daerah melalui
identifikasi, inventarisasi dan pendataan persediaan secara berkala guna
menyediakan informasi terkait kebutuhan persediaan dan mencegah
terjadinya kerugian daerah yang disebabkan persediaan yang
kedaluwarsa/rusak/usang.

d. Melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan
analisis risiko terhadap Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sesuai
dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan
perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi,
sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan memedomani Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-
undangan lainnya.

e. Melakukan pelaksanaan pembayaran atas kewajiban daerah baik yang
bersumber dari utang belanja seperti Utang Perhitungan Pihak Ketiga,
Utang Belanja, Utang Jangka Pendek lainnya yang dibebankan pada
APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Melakukan percepatan pembayaran atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa, untuk menghindari peningkatan utang daerah pada tahun-
tahun berikutnya.

5. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang

menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah

untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
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Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dapat menggunakan data dan
informasi yang disajikan dalamn Laporan Operasional sebagai salah satu
dokumen untuk menjadi pertimbangan dalam penetapan besaran target
pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023.

. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah, harus tetap melakukan langkah-langkah yang
diperiukan untuk mempertahankan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya yaitu
dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan,
peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 September 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

NIP. 19650902 199610 1 001



